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ELVIRA YUNITASARI AKBAR (B 121 13 312), dengan Judul 
“Maladministrasi dalam Prosedur Bongkar Muat Petikemas di PT. 
Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Terminal Petikemas 
Makassar”. Dibimbing oleh Marthen Arie selaku Pembimbing I dan 
Anshori Ilyas selaku Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur bongkar muat 
petikemas di PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Terminal 
Petikemas Makassar dan untuk mengetahui bentuk maladministrasi yang 
terjadi dalam prosedur tersebut, serta tindakan penanganan 
maladministrasi yang telah dilakukan. 
 
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, yakni pada PT. Pelabuhan 
Indonesia IV (Persero) Cabang Terminal Petikemas Makassar. Sumber 
data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni data primer yang 
diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber 
pada lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder berupa dokumen-
dokumen tertulis dan aturan operasional lokasi penelitian. 
 
Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan yaitu: Pertama, prosedur 
bongkar muat petikemas di PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang 
Terminal Petikemas Makassar yang diatur dalam Peraturan Direksi No. 16 
Tahun 2015 Tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Jasa Petikemas 
pada PT. Pelabuhan Indonesia (IV) Terminal Petikemas Makassar dalam, 
telah sesuai dengan hakikat dan asas-asas pelayanan publik. Namun, 
dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa bentuk maladministrasi; 
Kedua, PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Terminal 
Petikemas Makassar telah melakukan beberapa tindakan penanganan 
maladministrasi, bekerjasama dengan Otoritas Pelabuhan, Syahbandar 
Instansi, Bea Cukai, Imigrasi, Kesehatan, Balai Karantina, Badan Usaha 
Pelabuhan, Perusahaan Pelayaran, Perusahan Bongkar Muat, 
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A. Latar Belakang 
Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan 
penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam 
kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994. Pelayanan Publik 
menjadi isu kebijakan yang semakin strategis karena perbaikan 
pelayanan publik di Indonesia cenderung berjalan di tempat, 
sedangkan implikasinya sangatlah luas dalam kehidupan ekonomi, 
politik, sosial, budaya dan lain-lain. Perbaikan pelayanan publik perlu 
dilakukan agar image buruk masyarakat kepada pemerintah dapat 
diperbaiki, karena dengan perbaikan kualitas pelayanan publik dapat 
mempengaruhi kepuasan masyarakat, sehingga kepercayaan 
masyarakat terhadap pemerintah dapat dibangun kembali. Dengan 
kata lain, “Reformasi Birokrasi” di Indonesia harus sesegera mungkin 
menjadi pilihan para penyelenggara pemerintahan, baik pusat maupun 
daerah guna mewujudkan Good Governance, pemerintahan yang 
bersih, sehat, dan berwibawa. 
Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih baik di pusat 
maupun didaerah merupakan dambaan setiap warga negara 
dimanapun. Hal tersebut telah menjadi tuntutan masyarakat selama 
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ini, yang dimana hak-hak sipil mereka kurang memperoleh perhatian 
dan pengakuan secara layak, sekalipun hidup didalam negara hukum 
Republik Indonesia. Padahal pelayanan terhadap masyarakat 
(Pelayanan Publik) dan penegakan hukum yang adil merupakan dua 
aspek yang tidak terpisahkan dari upaya menciptakan pemerintahan 
demokratis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 
keadilan, kepastian hukum dan kedamaian (Good Governance).1 
Salah satu produk Undang-Undang yang Mengatur Tentang 
Pelayanan Publik adalah UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 
Publik. 
Hasil kajian yang dilakukan Governance and Decentralization 
Survey 2002, menemukan paling tidak ada tiga masalah penting yang 
perlu disikapi dalam menyelenggarakan pelayanan publik, yaitu 
besarnya diskriminasi pelayanan, tidak adanya kepastian pelayanan, 
dan rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 
publik. Tidak sedikit warga masyarakat yang masih sering merasa 
dipersulit, kecuali jika mereka bersedia menyediakan dan membayar 
dana lebih. Berbeda dengan slogan dan janji-janji yang 
dikumandangkan, dalam kenyataan kinerja layanan publik yang  
                                                             
1 Sunaryati Hartono, dkk, 2003, Panduan Investigasi Untuk Ombudsman Indonesia, Komisi 
Ombudsman Nasional, Jakarta , Hlm. 01. 
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ditawarkan lembaga-lembaga pemerintah umumnya sarat 
permasalahan, dan bahkan acapkali mengecewakan publik.2 
Di berbagai daerah, tidak adanya standar dan ketidakpastian 
biaya serta waktu pelayanan yang dikelola administrasi negara. 
Ketidakpastian ini sering menjadi penyebab maladministrasi dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, kurangnya kesadaran 
masyarakat, budaya takut, risih, dan segan, banyaknya pungutan liar, 
penundaan berlarut, panjang dan rumitnya birokrasi, serta kebiasaan 
pejabat publik yang minta dilayani; bukan melayani dalam pengurusan 
administrasi di kantor pemerintahan, merupakan gambaran keadaan 
pelayan publik yang ada di Indonesia saat ini. Situasi ini 
mengakibatkan masyarakat lebih memilih jalan pintas untuk 
melakukan tindakan yang melanggar hukum karena tidak ingin repot 
dalam mendapatkan pelayanan di kantor-kantor pemerintah dan 
instansi pelayanan publik lainnya. Penyelenggara pelayanan publik 
juga memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan dan kepentingan 
pribadi. Situasi tersebut merupakan bentuk-bentuk maladministrasi. 
Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, pengertian 
maladministrasi tersebut sangat luas dan mencakup banyak hal yang 
dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil serta situasi 
ketidakadilan yang merugikan hak-hak warga negara. Dalam Pasal 1 
                                                             
2  Sirajuddin, “Wajah Buram Pelayan Publik Pasca Otonomi dan Pemilukada”. Jurnal Hukum 
Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang, Vol. IV, Nomor 1 Juni 
2011, hlm. 44. 
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Angka 3 ini, Maladministrasi bukan hanya berbentuk perilaku atau 
tindakan tetapi juga meliputi Keputusan dan Peristiwa yang melawan 
hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan 
lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian 
atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan 
pemerintahan, termasuk perseorangan yang membantu pemerintah 
memberikan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian materiil 
dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. 
Pelayanan yang berkualitas dan bermutu menjadi perhatian 
utama dari organisasi publik maupun swasta. Memberikan pelayanan 
yang maksimal telah menjadi kewajiban bagi suatu organisasi, baik itu 
dalam bidang pemerintahan maupun swasta, dalam hal ini juga 
termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Badan Usaha Milik 
Negara yang bergerak di bidang jasa kepelabuhan yang menyediakan 
sarana dan prasarana kepelabuhan dalam rangka menunjang 
kelancaran arus kapal laut, angkutan penumpang, dan pengiriman 
barang adalah PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero). Salah satu 
pelayanan jasa yang dilaksanakan oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV 
(Persero) adalah terminal petikemas yang disiapkan khusus untuk 
melayani penanganan petikemas, yang berfungsi untuk melayani 
kegiatan bongkar muat petikemas, penumpukan petikemas, Receiving 
atau Delivery (Penerimaan atau Pengiriman) petikemas dan kegiatan 
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penunjang lainnya. Sebagai informasi tambahan, saat ini sebagian 
besar barang yang diangkut melalui kapal laut dilakukan dengan 
menggunakan petikemas, baik itu kegiatan petikemas ekspor impor 
maupun untuk kegiatan petikemas antar pulau. 
Pada tahun 2014, Ombudsman Nasional Republik Indonesia 
merilis laporan hasil investigasi terkait dugaan maladministrasi dalam 
pelayanan publik di empat pelabuhan di antaranya, Tanjung Priok 
Jakarta, Tanjung Perak Surabaya, Belawan Medan dan Soekarno-
Hatta Makassar. Dalam pelaporan dan pemaparan rekomendasi yang 
digelar di Gedung Ombudsman Nasional RI, Jakarta, turut dihadiri 
Menteri Perhubungan RI, dilaporkan hasil investigasi terkait lima 
bentuk maladministrasi, yaitu penundaan berlarut, peonyimpangan 
prosedur, tidak kompeten, penyalahgunaan wewenang, dan pungutan 
tidak resmi oleh oknum. Maladministrasi dalam rupa penundaan 
berlarut di antaranya adalah lamanya proses pengurusan perizinan 
larangan dan pembatasan (lartas), penerbitan Nomor Induk Kepabean 
(NIK), dan ketidakpastian waktu layanan pemeriksaan dari proses 
pemeriksaan hingga respon dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 
Sementara untuk penyimpangan prosedur, di antaranya pelayanan di 
pelabuhan yang tidak maksimal 24 jam dalam 7 hari dan pemeriksaan 
karantina yang dilakukan di luar wilayah pelabuhan. Untuk 
maladministrasi dalam bentuk tidak kompeten di antaranya adalah 
kinerja pemeriksa kontainer jalur merah (behandle) dan pemeriksa 
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karantina yang belum optimal serta SDM yang belum seluruhnya 
menguasai regulasi. Sementara itu, penyalahgunaan oleh oknum di 
antaranya terjadi penerbitan Nota Pembetulan (Notul). Sedangkan 
pungutan tidak resmi terjadi pada layanan saat menaikturunkan (lift 
on-lift off) kontainer di terminal, operator forklift, pembukaan kontainer 
di behandle, proses pemeriksaan fisik sampai dengan dikeluarkannya 
Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).3 
Selanjutnya di tahun 2016, pihak Ditreskrimsus Polda Sulawesi 
Selatan merilis kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) buruh bongkar 
muat petikemas di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar di Mapolda 
Sulawesi Selatan. Kedua buruh bongkar muat petikemas tersebut 
melakukan manipulasi data buruh yang dipekerjakan. Sehingga 
merugikan perusahaan kapal pengangkut, mengganggu kestabilan 
ekonomi dan menyebabkan antrian panjang pengangkutan barang 
yang melebihi batas waktu yang ditentukan. 4 
Dengan uraian masalah di atas dan pemaparan tentang kondisi 
nyata di lapangan, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam 
dengan mengambil judul yaitu “Maladministrasi dalam Prosedur 
Bongkar Muat Petikemas di PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) 
Cabang Terminal Petikemas Makassar” 
 







B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis 
mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana prosedur bongkar muat petikemas di PT. Pelabuhan 
Indonesia IV (Persero) Cabang Terminal Petikemas Makassar? 
2. Bagaimana penanganan maladministrasi dalam prosedur bongkar 
muat petikemas di PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang 
Terminal Petikemas Makassar? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui prosedur bongkar muat petikemas di PT. 
Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Terminal Petikemas 
Makassar. 
2. Untuk mengetahui penanganan maladministrasi dalam prosedur 
bongkar muat petikemas PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) 
Cabang Terminal Petikemas Makassar. 
D. Manfaat Penelitian 
Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat 
secara teoritis dan praktis, yakni: 
1. Kegunaan penelitian ini ialah sebagai dasar pemikiran dalam 
mengembangkan ilmu hukum  khususnya  hukum  administrasi 
negara dam hukum pelayanan publik, serta memperluas 
pengetahuan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. 
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2. Sebagai upaya perluasan pengetahuan hukum peneliti  khususnya  
mengenai tindakan, perbuatan dan peristiwa maladministrasi 
dalam pelayanan publik. 
3. Sebagai salah satu syarat menempuh ujian sarjana Strata 1 (S1) 
Program Studi Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum 


















A. Good Governance 
1. Definisi Good Governance 
Pergeseran konsepsi negara dari „naschwachterstaat‟ (negara 
penjaga malam) ke konsepsi negara kesejahteraan (welfare state), hal 
ini membawa konsekuensi pada peranan dan aktivitas pemerintah 
dimana dalam konteks ini peranan pemerintahan tidak lagi sekedar 
penjaga malam tetapi sesuai dengan konsep state, pemerintah wajib 
menyelenggarakan bestuurzorg (kesejahteraan umum) yang untuk itu 
pemerintah diberi kewenangan untuk campur tangan (saats 
bemoeienis) dalam segala lapangan kehidupan. Artinya disini 
pemerintah dituntut untuk bertindak aktif ditengah dinamika 
masyarakat untuk keadilan dan kemakmuran yang salah satunya 
adalah melalui „freiesermessen‟ atau diskresi.5 
Seiring dengan pergeseran pelaksanaan kenegaraan melalui 
konsep welfare state maka dikenal istilah good governace dengan 
pengertian6 „good governance‟ secara sekilas bisa diartikan sebagai 
pemerintahan yang baik, atau juga dapat dikaitkan dengan tuntutan 
                                                             
5  Ridwan Hr, 2006, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grapindo Persada, Jakarta, hlm. 241. 
6  B. Arief Sidharta, menyatakan dalam hal nomenklatur pengertian adalah suatu jembatan 
memaknai terhadap suatu istilah (objek), dan pengertian adalah merupakan isi pikiran 
(gedachteninhoud) yang dimunculkan oleh sebuah perkatan tertentu jika sebuah objek atau 
seorang pribadi memperoleh sebuah nama. Maka dari pikiran kita sebagai arti dari perkataan, 
mengingat penunjukan itu pada objek atau orang tertentu.      
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akan pengelolaan pemerintah yang pofesional, akuntabel, dan bebas 
dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).7 Dilain pihak definisi 
governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi 
dan sosial untuk tujuan pembangunan, sehingga  good governance 
dapat diartikan mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan 
sosial yang substansial dan penerapannya untuk menunjang 
pembangunan yang stabil dengan syarat utama efisien dan (relative) 
merata.8 Secara umum good governance dapat diartikan sebagai 
perimbangan antara negara, pasar dan masyarakat. Atau juga 
pemerintah yang bersih dari KKN adalah bagian penting dari 
pembangunan demokrasi, HAM, dan masyarakat madani, akan tetapi 
wujudnya bagaimana dan bagaimana hal itu dapat dicapai masih 
membutuhkan pemahaman yang lebih dalam lagi. 
Orientasi pembangunan  sektor publik yang mengacu pada 
World Bank dan Nations Development Programme (UNDP) adalah 
untuk menciptakan good governance.  Good Governance  sering 
diartikan sebagai pemerintahan yang baik. World Bank mendefinisikan  
good governance  sebagai suatu penyelenggaraan manajemen 
pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan 
dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah 
alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara politik 
                                                             
7  A.Ubaedillah dan Abdul Razak, 2010, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education); 
Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Edisi Ketiga, diterbitkan kerjasama 
ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 159. 
8  T. Subarsyah Sumadikara, 2009, Kejahatan Politik (Kajian Dalam Perspektif Kejahatan 
Sempurna, Kencana Utama, Bandung, hlm. 151. 
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maupun  administratif,  menjalankan disiplin anggaran serta 
penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktifitas 
usaha.9 
Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka istilah Governance 
adalah suatu proses dimana individu-individu dan pejabat pemerintah 
berinteraksi untuk mewujudkan kepentingan yang berbeda-beda dan 
bekerjasama untuk menghasilkan barang dan jasa publik. Governance  
mencakup tiga domain,  state  (negara/pemerintahan),  private  
sektors (sektor  swasta atau dunia usaha), dan  society  (masyarakat). 
2. Karakteristik Good Governance 
Secara umum menurut Dwiyanto, terdapat beberapa 
karakteristik dan nilai yang melekat dalam praktik good governance. 
Pertama, praktik good governance harus memberi ruang kepada aktor 
lembaga non-pemerintah untuk berperan serta secara optimal dalam 
kegiatan pemerintahan sehingga memungkinkan adanya sinergi 
diantara aktor dan lembaga pemerintah dengan non-pemerintah 
seperti masyarakat sipil dan mekanisme pasar. Kedua, dalam praktik 
good governance terkandung nilai-nilai yang membuat pemerintah 
dapat lebih efektif bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. 
Nilai-nilai seperti efisiensi, keadilan dan daya tanggap menjadi nilai 
yang penting. Ketiga, praktik good governance adalah praktik 
pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN serta 
                                                             
9  Mardismo, 2004, Otonomi & manajemen Keuangan Daerah, ANDI, Yogyakarta, hlm 23-24. 
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berorientasi pada kepentingan publik. Karena itu, praktik 
pemerintahan dinilai baik jika mampu mewujudkan transparansi, 
penegakan hukum, dan akuntabilitas publik.10 
3. Prinsip Good Governance 
Dwiyanto mengemukakan 10 prinsip Good Governance, yaitu:11 
a. Partisipasi yaitu warga memiliki hak dan mempergunakannya 
untuk menyampaikan pendapat, bersuara dalam proses 
perumusan kebijakan publik, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. 
b. Penegakan hukum yaitu hukum diberlakukan bagi siapapun 
tanpa pengecualian, hak asasi manusia dilindungi, sambil tetap 
diperhatikannya nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 
c. Transparansi yaitu penyediaan informasi tentang pemerintah(an) 
bagi publik dan dijaminnya kemudahan didalam memperoleh 
informasi yang akurat dan memadai. 
d. Kesetaraan yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap anggota 
masyarakat untuk beraktivitas/berusaha. 
e. Daya tanggap yaitu pekanya para pengelola instansi publik 
terhadap aspirasi masyarakat. 
f. Wawasan ke depan yaitu pengelolaan masyarakat hendaknya 
dimulai dengan visi, misi dan strategi yang jelas. 
                                                             
10  Agus Dwiyanto, 2005, Mengapa Pelayanan Publik?, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 
hlm. 18-19. 
11  Ibid, hlm. 82. 
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g. Akuntabilitas yaitu laporan para penentu kebijakan kepada para 
warga. 
h. Pengawasan publik yaitu terlibatnya warga dalam mengontrol 
kegiatan, termasuk parlemen. 
i. Efektivitas dan efisiensi yaitu terselenggaranya kegiatan instansi 
publik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara 
optimal dan bertanggung jawab. Indikatornya antara lain : 
pelayanan mudah, cepat, tepat dan murah. 
j. Profesionalisme yaitu tingginya kemampuan dan moral para 
pegawai pemerintah, termasuk parlemen. 
4. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik 
Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, 
dan Nepotisme Pasal 1, asas-asas umum pemerintahan yang baik 
adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan 
norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang 
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 
Selanjutnya pada Pasal 3, Asas-asas Umum Pemerintahan 
yang Baik meliputi: 
a. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang 
mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, 




b. Asas tertib penylenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi 
landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam 
pengendalian penyelenggaraan Negara; 
c. Asas kepentingan umum, yaitu yang mendahulukan 
kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif 
dan selektif; 
d. Asas keterbukaan, asas yang membuka diri terhadap hak 
masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, 
yang tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara 
dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi 
pribadi, golongan dan rahasia Negara; 
e. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan 
keseimbangan anatara hak dan kewajiban penyelenggara 
Negara; 
f. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian 
yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 
g. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap 
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan 
Negara, harus dapat dipertanggung jawabkan kepada 
masyarakat atau rakyat, sehingga pemegang kedaulatan 
tertinggi Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  
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Kemudian asas-asas tersebut diakui dan diterapkan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dalam proses peradilan di PTUN, 
yakni setelah adanya UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas 
UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.  
Lembaga Administrasi Negara membedakan tiga macam good 
governance yaitu: 1. Economic Governance yang mempunyai 
implikasi terhadap Equity (keadilan), Poverty (kemiskinan), dan Quality 
of life (mutu kehidupan); 2. Political governance yang menyangkut 
proses pembutan kebijakan; dan 3. Administrative governance yang 
berkaitan dengan implikasi kebijakan. 
B. Pelayanan Publik 
1. Pengertian Pelayanan Publik 
Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada  
masyarakat. Pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya 
sendiri, akan tetapi untuk melayani masyarakat dan menciptakan 
kondisi yang memungkinkan setondisi yang memungkinkan setiap 
anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasmya 
untuk mencapai tujuan bersama.12 Tinggal kualitas dan kuantitasnya, 
efektivitas dan efisiennya. Masyarakat luas sebagaia pihak yang 
dilayani, akan menerima pelayanan itu dalam berbagai persepsi. 
Menurut Kotler, pelayanan adalah setiap kegiatan yang 
menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan 
                                                             
12  M. Ryaas Rasjid, 1998, Desentralisasi dalam Menunjang Pembangunan Daerah dalam 
Pembangunan Administrasi di Indonesia, Pustaka LP3ES, Jakarta, hlm. 139. 
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menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu 
produk secara fisik.13 UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 
Publik mengartikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian 
kegiatan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga 
negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan 
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 
Sedangkan, pengertian pelayanan publik menurut Keputusan Menteri 
Negara Pendayaan Apatur Negara Nomor Tahun 2003, adalah segala 
kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan 
publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan 
maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pelayanan publik memiliki aspek yang “multi-dimensi”. Dalam 
perspektif ekonomi, pelayanan publik adalah semua bentuk 
pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah (sektor publik yang 
diperlukan oleh warga negara sebagai konsumen). Pengadaan barang 
dan jasa ini harus disediakan oleh pemerintah, ini karena sektor 
swasta tersebut tidak mau memproduksi barang dan jasa tersebut 
sebagai konsekuensi dari kegagalan pasar atau karena secara 
alamiah barang atau jasa tersebut harus disediakan secara eksklusif 
oleh negara.14 Sementara dari segi politik, dapat dikatakan bahwa 
                                                             
13  Pendapat Kotler dikutip oleh Lijan Poltak Sinambela, dkk, 2006, Reformasi Pelayanan Publik: 
Teori, Kebijakan dan Implementasi, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 45. 
14  Tim Peneliti Lemlit UI, 2002, Naskah Akademik RUU Tentang Pelayanan Publik,  Lemlit UI, 
Jakarta, hlm. 4. 
17 
 
pelayanan publik merupakan refleksi dari pelaksanaan negara dalam 
melayani warga negaranya berdasarkan kontrak sosial pembentukan 
negara oleh elemen-elemen warga negara. Peran negara dalam 
pelayanan publik tersebut dilaksanakan oleh suatu pemerintahan yang 
dijalankan oleh kekuatan politik yang berkuasa.15 Dari sisi sosial 
budaya, pelayanan publik merupakan sarana pemenuhan kebutuhan 
dasar masyarakat demi mencapai kesejahteraan yang didalam 
pelaksanaannya kental akan nilai-nilai, sistem kepercayaan dan 
bahkan unsur religi, yang merupakan refleksi dari kebudayaan dan 
kearifan lokal yang berlaku.16 Sedangkan dari perspektif hukum, 
pelayanan publik dapat dilihat sebagai suatu kewajiban yang diberikan 
oleh konstitusi atau peraturan perundang-undangan kepada 
pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara atau 
penduduknya atas suatu pelayanan. 
Dengan demikian pelayanan umum bukan hanya memberikan 
pelayanan kepada masyarakat, tapi juga memenuhi kebutuhan 
masyarakat, baik itu dalam bentuk barang ataupun jasa sesuai 
dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah pusat 
maupun daerah harus memiliki kemampuan untuk memahami dan 
memnuhi keinginan dan permintaan masyarakat dengan harga yang 
layak, kemampuan menyediakan barang dan atau jasa yang 
                                                             
15  Tim Peneliti Lemlit UI, 2002. Naskah Akademik RUU Tentang Pelayanan Publik, Lemlit UI, 
Jakarta, hlm. 4. 
16  Ibid, hlm. 5. 
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berkualitas serta dapat diandalkan, kemampuan untuk membaca dan 
mengikuti perubahan teknologi, sosial politik, budaya dalam arti luas. 
Dan mampu untuk memprediksi kebutuhan masyarakat sampaiu 
beberapa tahun ke depan sesuai dengan undang-undang yang 
berlaku. 
2. Dasar Hukum Pelayanan Publik 
Pelayanan publik dari sisi hukum diletakkan pada jaminan 
konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 sebagai hukum dasar. Sesuai dengan amanat UUD 1945 
Pasal 28D Ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas 
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil 
serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dan ayat (3) yang 
berbunyi: “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang 
sama dalam pemerintahan”. Sehingga dalam perspektif konstitusi, 
pemerintah berkewajiban memberikan jaminan perlindungan dan 
kepastian kepada setiap warga negara dalam pemerintahan dan 
pelayanan publik.17 Secara garis besar peraturan perundang-
undangan yang mengatur pelayanan publik, antara lain: 
a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 
Publik; 
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Nomor 43 Tahun 
                                                             
17  Sirajuddin, dkk, 2012. Hukum Pelayanan Publik, Setara Pers, Malang. 
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1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 
c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia; 
d. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara 
Nasonal Indonesia; 
e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional; 
f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria; 
g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman 
Modal; 
h. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian; 
i. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan; 
j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan; 
k. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah. 
Produk peraturan perundang-undangan tersebut mengatur 
fungsi, tugas dan wewenang serta tanggung jawab setiap instansi 
pemerintah. Secara eksplisit tugas tersebut adalah memberikan 
pelayanan, yang berada dalam tataran pemerintah dengan segala 
hak, kewajiban, dari wewenang, dan di sisi lain memberikan kewajiban 
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kepada publik sebagai penerima pelayanan. Sekaligus memberikan 
sanksi kepada publik yang melanggar ketentuan undang-undang. 
Sanksi tersebut meliputi sanksi administrasi, pencabutan izin, sanksi 
denda uang, dan sanksi pidana penjara. 
3. Hakikat Pelayanan Publik 
Hakikat pelayanan publik atau pelayanan umum (pelayanan 
oleh pemerintah/pemerintahan kepada masyarakat luas) menurut 
Amin Ibrahim, antara lain:18 
a. Meningkatkan mutu atau kualitas dan kuantiítas/produktivitas  
pelaksanaan tugas dan fungsi instansi (lembaga) 
pemerintah/pemerintahan di bidang pelayanan umum. 
b. Mendorong segenap upaya untuk mengefektifkan dan 
mengefisienkan sistem dan tata laksana pelaksanaan, 
sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih 
berdaya guna dan berhasil guna. 
c. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa, dan peran serta 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. 
4. Asas-asas Pelayanan Publik 
Agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 
berjalan sesuai  dengan peraturan yang ada, maka dibutuhkan asas-
                                                             
18  Amin Ibrahim, 2008, Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya, Mandar 
Maju, hlm. 19. 
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asas supaya berjalan dengan efektif. Menurut Amin Ibrahim, asas-
asas dalam pelayanan publik sebagai berikut:19 
a. Hak dan kewajiban, baik bagi pemberi dan penerima pelayanan 
publik tersebut, harus jelas dan diketahui dengan baik oleh 
masing-masing pihak, sehingga tidak ada keragu-raguan dalam 
pelaksanaannya. 
b. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan 
dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk 
membayar, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dengan tetap berpegang pada efisiensi 
dan efektivitasnya. 
c. Mutu proses keluaran dan hasil pelayanan publik tersebut 
harus diupayakan agar dapat memberikan keamanan, 
kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
d. Apabila pelayanan publik yang diselenggarakan oleh 
Instansi/Lembaga Pemerintah/Pemerintahan “terpaksa harus 
mahal”, maka Instansi/Lembaga Pemerintah/Pemerintahan 
yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada 
masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya, sesuai dengan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 
                                                             
19  Amin Ibrahim, 2008, Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya, Mandar 




1. Pengertian Maladministrasi 
Istilah maladministrasi20 diambil dari bahasa Inggris 
“maladministration” yang diartikan: Tata usaha buruk; Pemerintahan 
buruk. Kata administrasi berasal dari bahasa latin “administrare” yang 
berarti to manage, devirasinya antara lain menjadi “administratio” yang 
mengandung makna bersturing  atau Pemerintah. 
Menurut Pasal 1 butir (3) UU No. 37 Tahun 2008 tentang 
Ombudsman RI, maladministrasi adalah Perilaku atau perbuatan 
melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang 
untuk tujuan lain dari yang menjadi wewenang tersebut, termasuk 
kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan 
pemerintahan, termasuk perseorangan yang membantu pemerintah 
memberikan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian materiil 
dan/atau imateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. 
Nomenkelatur maladministrasi (maladministration) dalam Black 
Law Dictionary diartikan „poor management or regulation‟ dan dalam 
kamus ilmiah populer mengandung arti „administrasi yang buruk atau 
pemerintahan yang buruk‟.21 Pengertian Maladministrasi sebagaimana 
dalam kamus Cambridge mendefinisikan maladministrasi sebagai  
                                                             
20  Samedi  “ Maladministrasi” (Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara ; Universitas Islam 45 
Bekasi) Diakses tanggal, 16 April 2011. 
21   Philipus M. Hadjon dan Titiek Sri Djatmiyati, 2005, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, 
Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 15-17. 
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lack of care, judgment or honesty, in the management of something,  
atau dapat diartikan sebagai kekurangpedulian atau ketidakjujuran 
seseorang dalam mengelola sesuatu. Sedangkan dalam Wikipedia 
mendefinisikan maladministrasi sebagai sesuatu yang memiliki makna 
yang luas dan mencakup antara lain;22 
1. Menunda-nunda pekerjaan;  
2. Incorecct action or failure to take any action (Kesalahan dalam 
bertindak atau melayani); 
3. Failure to folow procedurs or the law (mengabaikan prosedur 
atau hukum yang berlaku); 
4. Failure to provide information (kesalahan dalam memberikan 
informasi); 
5. Inadequete record -  keeping (pencatatan yang tidak memadai); 
6. Failure to investigate (kesalahan dalam penyelidikan ); 
7. Failure to reply  (kesalahan dalam menjawab); 
8. Misleading or inaccurate statements (pernyataan yang 
menyesatkan atau tidak akurat);  
9. Inadequate liaison (kurangnya penghubung); 
10. Inadequte consultation (kurangnya konsultasi); 
11. Broken promise (ingkar janji). 
                                                             
22  Erick. S. Holle, “Pelayanan Publik Melalui Electronic Government Upaya Meminimalisir Praktek 




Sunaryati Hartono, mengartikan „maladministrasi‟ secara umum 
sebagai perilaku yang tidak wajar (termasuk penundaan pemberian 
pelayanan), kurang sopan dan tidak peduli terhadap masalah yang 
menimpa seseorang disebabkan oleh perbuatan penyalahgunaan 
kekuasaan, termasuk penggunaan kekuasaan secara semena-mena 
atau kekuasaan yang digunakan untuk perbuatan yang tidak wajar, 
tidak adil, intimidatif atau diskriminatif, dan tidak patut didasarkan 
seluruhnya atau sebagian atas ketentuan undang-undang atau fakta 
tidak masuk akal, atau berdasarkan tindakan unreasonable, unjust, 
oppressive, dan diskriminatif. Berdasarkan pemahaman diatas 
maladministrasi dapat diartikan suatu tindakan atau perilaku 
administrasi oleh penyelenggara administrasi negara (pejabat 
pemerintahan) dalam proses pemberian pelayanan umum yang 
menyimpang dan bertentangan dengan kaidah atau norma hukum 
yang berlaku atau melakukan penyalahgunaan wewenang 
(detournement de pouvoir) yang atas tindakan tersebut dapat 
menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi masyarakat, dengan 




Secara teoritis, maladministrasi dapat terjadi akibat adanya 
tindakan hukum pemerintah atau administrasi negara, yang dalam 
negara hukum setiap tindakan hukum pemerintah tersebut harus 
                                                             
23   Sadjijono, 2008, Memahami Bab Pokok Hukum Administrasi Negara, Laksbang Presindo, 
Yogyakarta, hlm. 113.  
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selalu didasarkan atas asas legalitas (legalitiet beginsel) atau 
perundang-undangan yang berlaku. Kategori administrasi, bahwa 
tindakan hukum dimaksud bertentangan dengan kaidah atau norma 
dalam menjalankan pemerintahan termasuk norma hukum, sehingga 
menurut Sunaryati Hartono, tindakan atau perilaku maladministrasi 
bukan sekedar merupakan penyimpangan dari prosedur atau tata cara 
pelaksanaan tugas pejabat atau aparat negara atau aparat penegak 
hukum, tertapi juga dapat merupakan perbuatan hukum 
(onrechtsmatige overheidsdaad), detournement de pouvoir atau 
detournement de procedeur yang sudah lama (sejak tahun 1924) di 
kenal oleh hukum Indonesia. Ukuran  Maladministrasi publik  menurut  
Hardijanto24, dapat diukur dengan menggunakan parameter asas-asas 
pemerintahan yang baik (good governance) dan hak asasi manusia. 
Pada dasarnya asas umum  good governance  merupakan 
kristalisasi dari prinsip-prinsip akuntabilitas publik, 
transparansi/keterbukaan, dan kepastian hukum (rule of law). Prinsip  
penegakan hukum dalam good governance tidak dalam arti sempit 




2. Dasar Hukum Maladministrasi 
Secara umum, sebenarnya ketentuan tentang maladministrasi  
                                                             
24  Vincent Gaspersz, 1999, Manajemen Kualitas, Penerapan Konsep-Konsep Kualitas Dalam 
Manajemen Bisnis Total, Terjemahan Sudarsono, Gramedia, Jakarta, hlm 19. 
25  Hardijanto, 2002, Pendayagunaan Aparatur Negara Menuju Good Governance, Work Paper 
TOT, Jakarta, hlm. 35. 
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sudah ada dan tersebar disejumlah besar peraturan perundang-
undangan yang dibuat Pemerintah dan DPR. Ketentuan perundangan 
yang memuat tentang berbagai bentuk maladministrasi itu khususnya 
yang mengatur tentang tindakan,perilaku, pembuatan kebijakan, dan 
peristiwa yang menyalahi hukum dan etika administrasi yang 
dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan,pegawai 
negeri, pengurus perusahaan milik swasta dan pemerintah, termasuk 
perseorangan yang membantu pemerintah memberikan pelayanan 
publik. Ketentuan-ketentuan tentang bentuk Maladministrasi itu 
memang tidak disebutkan secara literal (secara langsung) sebagai 
maladministrasi. Ketentuan-ketentuan tentang bentuk Maladministrasi 
yang tersebar di dalam berbagai undang-undang lebih lanjut hanya 
dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan yang menjadi 
penyelenggara pelayanan publik, Namun, ada dua peraturan 
perundang-undangan yang menjadi langsung menyebut tentang 
maladministrasi antara lain: 
1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 
tentang Ombudsman Republik Indonesia. 
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik. 
Secara garis besar, penyebutan kata-kata Maladministrasi tidak 
ditemukan di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik, yang ada hanyalah kata-kata Penyelenggara 
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pelayanan publik harus melaksanakan kewajiban dan tidak boleh 
melanggar larangan, Pelaksana pelayanan publik harus memberi 
pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan. Namun, dalam 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
Pasal 54 tersebut, diatur pula pemberian sanksi tegas terhadap 
pelaku maladministrasi, antara lain sanksi pembebasan dari jabatan, 
pemberhentian dengan tidak hormat, penurunan gaji, dan lain-lain. 
3. Bentuk-bentuk Maladministrasi 
Komisi Ombudsman Nasional memberi indikator bentuk-bentuk 
maladministrasi antara lain: melakukan tindakan yang janggal 
(inappropriate), menyimpang (deviate), sewenang-wenang (arbitrary), 
melanggar ketentuan (irregular/illegitimate), penyalahgunaan 
kewenangan (abuse of power), atau keterlambatan yang tidak perlu 
(undue delay), dan pelanggaran kepatuhan (equity). Di samping itu 
Anton Sunyata beserta timnya memaparkan beberapa jenis 
maladministrasi dalam Bukunya „Ombudsman Indonesia (masa lalu, 
sekarang dan masa datang)‟ diantaranya : 
1) Pemalsuan/persekongkolan/forgery (conspiracy); 
2) Intervensi (intervention); 
3) Penanganan berlarut/tidak menangani (undue delay); 
4) Inkompetensi (incompeneci); 
5) Penyalahgunaan wewenang/berlebihan (abuse of power); 
6) Nyata-nyata berpihak (impartiality); 
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7) Menerima imbalan (uang, hadiah, fasilitas/praktek 
KKN/bribblety/corruption, collution, nepotisme practices); 
8) Penggelapan barang bukti/penguasaan tanpa hak (illegal 
possession and ownersing); 
9) Bertindak tidak layak (misleading practices); 
10) Melalaikan kewajiban (unfulfii obligation); 
11) Nilai-nilai (others). 
Selain itu, ada bentuk-bentuk lain maladministrasi yakni:26 
1. Bentuk-bentuk maladministrasi yang terkait dengan ketepatan 
waktu dalam proses pemberian pelayanan umum, terdiri dari 
tindakan penundaan berlarut, tidak menangani dan melalaikan 
kewajiban. 
a. Penundaan Berlarut: dalam proses pemberian pelayanan 
umum kepada masyarakat, seorang pejabat publik secara 
berkali-kali menunda atau mengulur-ulur waktu sehingga 
proses administrasi yang sedang dikerjakan menjadi tidak 
tepat waktu sebagaimana ditentukan (secara patut) 
mengakibatkan pelayanan umum yang tidak ada kepastian. 
b. Tidak Menangani: seorang pejabat publik sama sekali tidak 
melakukan tindakan yang semestinya wajib dilakukan dalam 
rangka memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. 
                                                             
26  Hendra Nurtjahjo dkk, 2013, Memahami Maladministrasi, Ombudsman Republik Indonesia, 
Jakarta, hlm. 14-18.  
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c. Melalaikan Kewajiban: dalam proses pemberian pelayanan 
umum, seorang pejabat publik bertindak kurang hati-hati dan 
tidak mengindahkan apa yang semestinya menjadi 
tanggungjawabnya. 
2. Bentuk-bentuk maladministrasi yang mencerminkan 
keberpihakan sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dan 
diskriminasi. Kelompok ini terdiri dari persekongkolan, kolusi 
dan nepotisme, bertindak tidak adil, dan nyata-nyata berpihak. 
a. Persekongkolan: beberapa pejabat publik yang bersekutu 
dan turut serta melakukan kejahatan, kecurangan, melawan 
hukum sehingga masyarakat merasa tidak memperoleh 
pelayanan secara baik. 
b. Kolusi dan Nepotisme: dalam proses pemberian pelayanan 
umum kepada masyarakat, seorang pejabat publik 
melakukan tindakan tertentu untuk mengutamakan keluarga/ 
sanak famili, teman dan kolega sendiri tanpa kriteria objektif 
dan tidak dapat dipertanggungjawabkan (tidak akuntabel), 
baik dalam hal pemberian pelayanan umum maupun untuk 
dapat duduk dijabatan atau posisi dalam lingkungan 
pemerintahan. 
c. Bertindak Tidak Adil: dalam proses pemberian pelayanan 
umum, seorang pejabat publik melakukan tindakan 
memihak, melebihi atau mengurangi dari yang sewajarnya 
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sehingga masyarakat memperoleh pelayanan umum tidak 
sebagaimana mestinya. 
d. Nyata-nyata Berpihak: dalam proses pemberian pelayanan 
umum, seorang pejabat publik bertindak berat sebelah dan 
lebih mementingkan salah satu pihak tanpa memperhatikan 
ketentuan berlaku sehingga keputusan yang diambil 
merugikan pihak lainnya. 
3. Bentuk-bentuk maladministrasi yang lebih mencerminkan 
sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum dan peraturan 
perundangan. Kelompok ini terdiri dari pemalsuan, pelanggaran 
undang-undang, dan perbuatan melawan hukum. 
a. Pemalsuan: perbuatan meniru sesuatu secara tidak sah atau 
melawan hukum untuk kepentingan menguntungkan diri 
sendiri, orang lain dan/atau kelompok sehingga 
menyebabkan masyarakat tidak memperoleh pelayanan 
umum secara baik. 
b. Pelanggaran Undang-Undang: dalam proses pemberian 
pelayanan umum, seorang pejabat publik secara sengaja 
melakukan tindakan menyalahi atau tidak mematuhi 
ketentuan perundangan yang berlaku sehingga masyarakat 
tidak memperoleh pelayanan secara baik. 
c. Perbuatan Melawan Hukum: dalam proses pemberian 
pelayanan umum, seorang pejabat publik melakukan 
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perbuatan bertentangan dengan ketentuan berlaku dan 
kepatutan sehingga merugikan masyarakat yang semestinya 
memperoleh pelayanan umum. 
4. Bentuk-bentuk maladministrasi yang terkait dengan 
kewenangan/kompetensi atau ketentuan yang berdampak pada 
kualitas pelayanan umum pejabat publik kepada masyarakat. 
Kelompok ini terdiri dari tindakan diluar kompetensi, pejabat 
yang tidak kompeten menjalankan tugas, intervensi yang 
mempengaruhi proses pemberian pelayanan umum, dan 
tindakan yang menyimpangi prosudur tetap. 
a. Diluar Kompetensi: dalam proses pemberian pelayanan 
umum, seorang pejabat publik memutuskan sesuatu yang 
bukan menjadi wewenangnya sehingga masyarakat tidak 
memperoleh pelayanan secara baik. 
b. Tidak Kompeten: dalam proses pemberian pelayanan umum, 
seorang pejabat publik tidak mampu atau tidak cakap dalam 
memutuskan sesuatu sehingga pelayanan yang diberikan 
kepada masyarakat menjadi tidak memadai (tidak cukup 
baik). 
c. Intervensi: seorang pejabat publik melakukan campur tangan 
terhadap kegiatan yang bukan menjadi tugas dan 
kewenangannya sehingga mempengaruhi proses pemberian 
pelayanan umum kepada masyarakat. 
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d. Penyimpangan Prosedur: dalam proses pemberikan 
pelayanan umum, seorang pejabat publik tidak mematuhi 
tahapan kegiatan yang telah ditentukan dan secara patut 
sehingga masyarakat tidak memperoleh pelayanan umum 
secara baik. 
5. Bentuk-bentuk maladministrasi yang mencerminkan sikap 
arogansi seorang pejabat publik dalam proses pemberian 
pelayanan umum kepada masyarakat. Kelompok ini terdiri dari 
tindakan sewenang-wenang, penyalahgunaan wewenang, dan 
tindakan yang tidak layak. 
a. Bertindak Sewenang-wenang: seorang pejabat publik 
menggunakan wewenangnya (hak dan kekuasaan untuk 
bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga 
tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan yang 
berlaku, menjadikan pelayanan umum tidak dapat diterima 
secara baik oleh masyarakat. 
b. Penyalahgunaan Wewenang: seorang pejabat publik 
menggunakan wewenangnya (hak dan kekuasaan untuk 
bertindak) untuk keperluan yang tidak sepatutnya sehingga 
menjadikan pelayanan umum yang diberikan tidak 
sebagaimana mestinya. 
c. Bertindak Tidak Layak/ Tidak Patut: dalam proses pemberian 
pelayanan umum, seorang pejabat publik melakukan 
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sesuatu yang tidak wajar, tidak patut, dan tidak pantas 
sehingga masyarakat tidak mendapatkan pelayanan 
sebagaimana mestinya. 
6. Bentuk-bentuk maladministrasi yang mencerminkan sebagai 
bentuk korupsi secara aktif. Kelompok ini terdiri dari tindakan 
pemerasan atau permintaan imbalan uang (korupsi), tindakan 
penguasaan barang orang lain tanpa hak, dan penggelapan 
barang bukti. 
a. Permintaan Imbalan Uang/Korupsi: a. Dalam proses 
pemberian pelayanan umum kepada masyarakat, seorang 
pejabat publik meminta imbalan uang dan sebagainya atas 
pekerjaan yang sudah semestinya dia lakukan (secara 
cuma-cuma) karena merupakan tanggung jawabnya; b. 
Seorang pejabat publik menggelapkan uang negara, 
perusahaan (negara), dan sebagainya untuk kepentingan 
pribadi atau orang lain sehingga menyebabkan pelayanan 
umum tidak dapat diberikan kepada masyarakat secara baik. 
b. Penguasaan Tanpa Hak: seorang pejabat publik 
memenguasai sesuatu yang bukan milik atau kepunyaannya 
secara melawan hak, padahal semestinya sesuatu tersebut 
menjadi bagian dari kewajiban pelayanan umum yang harus 
diberikan kepada masyarakat. 
34 
 
c. Penggelapan Barang Bukti: seorang pejabat publik terkait 
dengan proses penegakan hukum telah menggunakan 
barang, uang dan sebagainya secara tidak sah, yang 
merupakan alat bukti suatu perkara. Akibatnya, ketika fihak 
yang berperkara meminta barang bukti tersebut (misalkan 
setelah tuduhan tidak terbukti) pejabat publik terkait tidak 
dapat memenuhi kewajibannya. 
D. Penyelenggaraan Pelayanan Bongkar Muat Petikemas 
1. Petikemas 
Pengertian Petikemas pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Kendaraan Pengangkut 
Petikemas di Jalan menyatakan Petikemas adalah Peti atau kotak 
yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan Internasional 
Organization (ISO) sebagai alat atau perangkat pengangkutan barang. 
Pengertian dari petikemas mengalami perubahan pada setiap 
jamannya. Mulai dari sejak digunakannya petikemas pertaman kali 
hingga pada saat ini. Perubahan pengertian ini dikarenakan 
perkembangan dari petikemas itu sendiri yang berubah sesuai dengan 
perkembangan tekhnologi yang ada, berikut ini pengertian petikemas 
berdasarkan pendapat para ahli atau pakar ilmu pelayaran maupun 
transportasi laut. 
Secara umum Petikemas dapat didefinisikan sebagai suatu 
bentuk (kotak, persegi, bulat) yang terbuat dari logam yang 
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mempunyai pintu atau lubang untuk memasukkan sesuatu muatan 
atau barang agar aman dan terhindar dari pengaruh cuaca yang 
dilengkapi dengan alat untuk membuka atau mengunci, kemudian 
pada keempat sudutnya terhadap lubang untuk mengunci serta dapat 
digunakan berulang kali.27 
Pada umumnya peti kemas dibuat dari bahan-bahan yang 
berupa baja, aluminium dan plywood atau FRP (Fiber glass 
Reinforced Plastics). Pemilihan bahan petikemas ini didasarkan pada 
pemakaian peti kemas bersangkutan. Sedangkan ukuran petikemas 
didasarkan atas International Standard Organization (ISO). Unit 
ukuran yang lazim digunakan adalah TEU‟s (Twenty Feet Square 
Equivalent Units). Petikemas dengan ukuran 20 feet kuadrat sama 
dengan 1 TEU‟s, sedangkan petikemas dengan ukuran 40 feet 
kuadrat sama dengan 2 TEU‟s. Dalam pencatatan di lapangan 
seringkali juga digunakan istilah BOX yang menunjukkan satu kotak 
petikemas dengan ukuran tertentu. Untuk proses pengangkutan, 
ukuran BOX ini lebih mudah dipakai daripada penggunaan ukuran 
TEU‟s. 
Fungsi petikemas dalam suatu sistem pelabuhan laut 
diantaranya adalah sebagai: 
a. Alat angkut, memiliki arti bahwa petikemas berfungsi sebagai  
                                                             
27
  Inuhan, Yunus, 2010, Makassar Container Terminal, PT. Pelindo IV (Persero) 
Terminal Petikemas Makassar. Pro Fajar, Jakarta. hlm. 8. 
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suatu sarana untuk mengangkut barang dalam jumlah atau 
ukuran tertentu. 
b. Gudang, yaitu petikemas dapat juga berfungsi sebagai tempat 
untuk menyimpan barang atau benda dalam kurung waktu 
tertentu. 
c. Alat pengepakan barang, artinya petikemas berfungsi sebagai 
wadah atau sarana untuk pengepakan atau pengemasan 
barang dari curah menjadi terkelompok. 
Ada 3 (tiga) kelompok petikemas (berdasarkan 
penggunaannya) yang umum digunakan sampai saat ini, yaitu: 
a. Petikemas untuk barang umum (General Cargo Container) 
Untuk barang-barang umum/general cargo (tidak memerlukan 
alat pengatur suhu), sering kali disebut juga sebagai 
petikemas untuk barang curah kering(dry cargo container). 
b. Petikemas dengan pengatur suhu 
Untuk barang-barang yang memerlukan alat pengatur suhu, 
misalnya buah-buahan, daging atau sayur-sayur. 
c. Petikemas khusus 
Untuk barang-barang khusus, seperti pupuk, biji-bijian dan 
berbentuk curah cair dengan dilengkapi dengan lobang-lobang 
pengisian (loading batch). 
2. Bongkar Muat Petikemas 
Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia  
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Nomor 33 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan  
Angkutan Laut, kegiatan bongkar muat adalah kegiatan bongkar muat 
barang dari dan/atau ke kapal meliputi kegiatan pembongkaran 
barang dari palka kapal ke dermaga di lambung kapal atau sebaliknya 
(stevedoring), kegiatan pemindahan barang dari dermaga dilambung 
kapal ke gudang lapangan penumpukan atau sebaliknya (cargodoring) 
dan kegiatan pengambilan barang dari gudang/lapangan 
menggunakan truk atau sebaliknya (receiving/delivery). 
Pergerakan barang dan Petikemas dimulai saat Kapal sandar 
di Dermaga, kemudian melalui alat Gantry crane, Petikemas tersebut 
diangkat dari Kapal ke Dermaga (stevdoring), dan diletakan diatas 
truck trailer yang sudah dipersiapkan dan selanjutnya dibawa 
kelapangan penumpukan Petikemas (CY) atau langsung ke pemilik 
barang (consignee). Kegiatan pelabuhan peti kemas yaitu 
perpindahan arus barang angkutan darat ke angkutan laut dengan 
sistem angkutan  full container dengan kegiatannya (Morlok, 1985) :  
a. Peti Kemas (PK) diangkut oleh angkutan darat (trailer) sampai ke 
pelabuhan kemudian PK diangkut dengan  rubber tyred gantry 
(RTG) diletakkan di lapangan penumpukan.  
b. Dengan menggunakan RTG, PK tersebut diangkat dan ditata 
untuk menunggu kapal pengangkutnya. 
c. Setelah kapal pengangkut datang dan siap di dermaga, PK dari 
lapangan penumpukan tadi diangkat dengan RTG diletakkan ke 
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atas  head truck (HT) diangkat ke apron dermaga kapal tersebut 
bersandar. 
d. Dengan menggunakan gantry crane, PK diangkat dari HT dan 
dimasukkan ke kapal.  
e. Setelah barang tersebut diangkut ke kapal, kapal meninggalkan 
dermaga menuju Negara atau daerah yang dituju. 
3. Dasar Hukum Bongkar Muat Petikemas 
Dalam sistem hukum pengangkutan Indonesia (secara public 
administrative) perusahaan bongkar muat pertama sekali dikenal dan 
diangkat keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan sejak 
tahun 1957 yakni dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1957. 
Saat itu dikenal dengan Perusahaan Muatan Kapal Laut (PMKL). 
Ruang lingkup kegiatan PMKL waktu itu meliputi bongkar muat dari/ 
ke kapal, cargodoring, penyimpanan barang di gudang lini I dan 
penyerahan/ penerimaan barang (receiving/delivery). Disamping itu, 
PMKL juga diperkenankan melakukan kegiatan keagenan kapal dan 
per-veem-an/ ekspedisi. Selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah 
No. 5 Tahun 1964, PMKL ditiadakan sebagai perusahaan yang berdiri 
sendiri. Kegiatan bongkar muat dan kegiatan keagenan 
diinteregasikan pada perusahaan pelayaran. Sedangkan kegiatan per-
veem-an dan ekspedisi diatur dalam perusahaan yang berdiri sendiri, 
yaitu dalam Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut. 
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Demikian halnya dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 
1969, pelayaran dan bongkar muat serta keagenan menjadi satu 
dengan perusahaan pelayaran, sedangkan veem dan ekspedisi tetap 
berada pada satu usaha yang berdiri sendiri. Dalam Peraturan 
Pemerintah No. 2 Tahun 1969 disebutkan bahwa per-veem-an adalah 
usaha yang ditujukan pada penampungan dan penumpukan barang-
barang (warehousing) yang dilakukan dengan mengusahakan 
gudang- gudang, lapangan-lapangan, dimana dikerjakan dan 
diusahakan/disiapkan barang-barang yang diterima dari kapal untuk 
peredaran selanjutnya atau disiapkan untuk diserahkan kepada 
perusahaan pelayan untuk dikapalkan, yang meliputi antara lain 
kegiatan: 
a. Ekspedisi muatan 





g. Dan lain-lain pekerjaan yang bersifat teknis ekonomis yang 
diperlukan perdagangan dan pelayaran 
Dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1985 sebagai 
peraturan pelaksana dari Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1985 prinsip 
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pengaturan perusahaan bongkar muat yang terdapat dalam Peraturan 
Pemerintah No. 2 Tahun 1969 dirubah menjadi: 
a. Gudang laut berfungsi sebagai gudang transit lalu lintas barang 
di pelabuhan untuk mempercepat keberangkatan kapal. 
b. Penyediaan dan pengusahaan gudang laut dan tempat 
penimbunan barang di pelabuhan dilaksanakan oleh badan yang 
ditunjuk oleh Menteri untuk kegiatan tersebut. 
c. Pekerjaan bongkar muat barang (cargo handling) merupakan 
kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang didirikan khusus 
untuk tujuan tersebut. 
Dari Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1985 vide Peraturan 
Pemerintah No. 25 Tahun 1985 terlihat bahwa perusahaan bongkar 
muat merupakan perusahaan yang berdiri sendiri, dimana pekerjaan 
yang diberikan kepadanya adalah khusus untuk cargo handling. Pada 
point IV Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1985 tentang Tata Laksana 
Bongkar Muat Barang (cargo handling) dijelaskan bahwa untuk 
mengurangi biaya muat barang yang meliputi stevedoring, 
cargodoring, receiving dan delivery diambil langkah-langkah sebagai 
berikut: 
a. Kegiatan bongkar muat barang dilakukan oleh perusahaan-
perusahaan yang didirikan untuk tujuan tersebut. 
b. Dalam masa satu tahun setelah berlakunya INPRES ini, bongkar 
muat barang tidak dilakukan lagi oleh perusahaan pelayaran. 
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c. Pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dilakukan dalam 
tiga shift. 
Pengaturan yang sama tentang perusahaan bongkar muat 
kembali ditegaskan pada Instruksi Presiden No. 3 Tahun 1991 tentang 
Kebijaksanaan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan 
Ekonomi, dimana dijelaskan bahwa : 
”....... Kegiatan bongkar muat barang dilakukan oleh 
perusahaan- perusahaan yang didirikan untuk tujuan tersebut 
(Point IV ayat 1).” 
 
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di 
Perairan dan juga Keputusan Menteri Perhubungan No. 33 Tahun 
2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut 
dapat dijadikan sebagai dasar hukum kegiatan bongkar muat barang. 
Selain itu, masih terdapat pula Keputusan Menteri Perhubungan No. 
14 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Bongkar 
Muat Barang Dari Dan Ke Kapal. Pada Undang-Undang No. 17 Tahun 
2008 tentang Pelayaran yang merupakan pengganti dari Undang-
Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran mengatakan bahwa 
untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6, dapat diselenggarakan usaha jasa terkait 
dengan angkutan di perairan, yang salah satunya adalah perusahaan 
bongkar muat barang.28
 
Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang No. 17 
Tahun 2008 menjelaskan bahwa usaha bongkar muat barang 
                                                             
28  Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 31 ayat (1) 
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dilakukan oleh badan usaha yang didirkan khusus untuk itu.29 Selain 
badan usaha yang didirkan khusus untuk itu, kegiatan bongkar muat 
dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional hanya untuk 
kegiatan bongkar muat barang tertentu untuk kapal yang 
dioperasikan.30 Selain itu, ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 
tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 59 
Tahun Tahun 1991 tentang pengalihan Bentuk Perusahaan Umum 
(Perum) Pelabuhan IV menjadi Perusahan Perseroan (Persero) dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan. 
4. Terminal Petikemas 
Terminal petikemas adalah suatu terminal di pelabuhan yang 
khusus melayani kegiatan bongkar muat petikemas, dengan demikian 
terminal petikemas dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas untuk 
menunjang kelancaran aktivitas kegiatan operasional bongkar muat 
petikemas.31 Adapun infrastruktur dan suprastruktur pada sebuah 
terminal petikemas adalah sebagai berikut32: 
a. Dermaga Petikemas 
Untuk melayani kapal-kapal yang masuk, pelabuhan 
menyediakan dermaga, yaitu tempat dimana kapal dapat 
berlabuh atau sandar guna melakukan kegiatannya, baik 
                                                             
29  Ibid, Pasal 32 ayat (1) 
30  Ibid, Pasal 31 ayat (2) 
31  Yunus Inuhan, 2010, Makassar Container Terminal, PT. Pelindo IV (Persero) Terminal 
Petikemas Makassar. Pro Fajar-Jakarta, hlm. 18. 
32  Ibid, hlm. 26. 
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bongkar atau muat atau kegiatan lainnya. Untuk kegiatan 
bongkar atau muat kapal-kapal petikemas menyediakan 
dermaga khusus petikemas. 
b. Peralatan Bongkar Muat Petikemas 
Dalam rangka pelayanan kegiatan bongkar muat petikemas dari 
dan ke kapal maka dibutuhkan peralatan-peralatan bongkar muat 
yang mampu menangani kegiatan tersebut, yaitu Container 
Crane, Transtainer, Reach Stacker, Forklift, Head Truck, dan 
Side atau Top Loader. 
c. Lapangan Penumpukan Petikemas 
Lapangan penumpukan petikemas atau Container Yard (CY) 
merupakan tempat “Konsolidasi” petikemas yang akan dibongkar 
atau dimuat ke kapal, dimana container yard itu dirancang 
khusus dengan sistem penumpukan yang diatur berdasarkan 












A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-
empiris, yaitu penelitian normatif (kodifikasi, undang-undang, atau 
kontrak) secara  in action  pada setiap peristiwa hukum tertentu yang 
terjadi dalam  masyarakat. 
B. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di PT. Pelabuhan Indonesia IV 
(Persero) Unit Terminal Petikemas Makassar, Jalan Nusantara No. 
329, Pattunuang, Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, untuk 
memenuhi kebutuhan data lapangan yang diperoleh. Alasan  
pemilihan  lokasi penelitian  karena merupakan pelabuhan besar di 
Indonesia Timur dengan volume arus keluar masuk barang yang 
cukup padat namun sering terjadi maladministrasi sehingga 
mengakibatkan kerugian terhadap para pengguna jasa. 
C. Metode Pengumpulan Data 
Data yang dikumpukan dilakukan dengan metode pengumpulan 
data antara lain: 
1. Wawancara, data lapangan sebagai data penunjang diperoleh 




2. Studi pustaka, diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang 
bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, 
dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang berkaitan 
dengan  pelayanan bongkar muat peti kemas di pelabuhan. 
3. Studi dokumen,  pengkajian informasi tertulis mengenai hukum 
yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh 
pihak tertentu. 
D. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis data, yaitu: 
1. Data Primer 
Pada penelitian  ini  data primer  bersumber dari lokasi 
penelitian berdasarkan wawancara,  yaitu kegiatan pengumpulan 
data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di 
PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Terminal Petikemas 
Makassar. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur 
yang berhubungan dengan objek kajian berupa buku-buku, 
dokumen-dokumen tertulis, aturan operasional, dan data yang 
lainnya. Untuk membahas masalah ini penulis menggunakan 
sumber data sebagai berikut: 
a. Responden 
Responden dalam penelitian ini ditetapkan secara purposive, yakni  
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Pihak PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Petikemas 
Makassar. 
b. Dokumen 
Berupa Peraturan perundang-undangan, perjanjian, aturan 
operasional, buku-buku, dokumen-dokumen, kamus, ensiklopedia, 
majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan 
masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. 
E. Teknik Analisis Data 
Analisis data yang  digunakan secara  kualitatif, yaitu 
menguraikan  dan menjelaskan  data dalam bentuk kalimat yang baik 
dan benar sehingga mudah dibaca dan diinterpretasikan  terhadap 
data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan 
struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh 
penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang 
dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang 
menjadi objek kajian  untuk ditarik kesimpulan sehingga memperoleh 








HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang 
Terminal Petikemas Makassar 
PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) merupakan Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa 
kepelabuhan yang menyediakan sarana dan prasarana kepelabuhan 
dalam rangka menunjang kelancaran arus kapal laut, angkutan 
penumpang, dan pengiriman barang. Sebagai salah satu pusat 
kepelabuhan di Kawasan Timur Indonesia (KTI), PT. Pelabuhan 
Indonesia IV (Persero) membawahi beberapa cabang pelabuhan 
dengan kantor pusatnya yang berada di Makassar. Adapun tujuan 
utama dari PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) ini adalah untuk 
melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan program pemerintah di 
bidang ekonomi dan pembangunan melalui pelayanan jasa 
kepelabuhan, serta untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan 
dengan cara menyelenggarakan usaha jasa kepelabuhan dan usaha-
usaha lainnya yang mendukung mutu pelayanan jasa kepelabuhan, 
misalnya dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat bongkar muat 
barang, angkutan penumpang, alat bongkar muat, serta jasa-jasa lain 
yang berhubungan dengan pemanduan kapal dan penundaan kapal.  
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Salah satu pelayanan jasa di bidang kepelabuhan yang 
dilaksanakan oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) adalah 
terminal petikemas yang disiapkan khusus untuk melayani 
penanganan petikemas.Pada tahun awal 1990 dengan dibantu oleh 
JICA, manajemen PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) mulai 
menyusun studi revitalisasi Pelabuhan Makassar, salah satunya 
adalah menetapkan Pangkalan Hatta yang selama ini digunakan 
untuk kegiatan multipurpose dirubah menjadi suatu terminal yang 
dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan yang memadai untuk 
memberikan pelayanan petikemas secara modern. Pada tanggal 28 
Juli 2001, Terminal Petikemas Makassar diresmikan 
pengoperasiannya oleh Presiden Republik Indonesia pada waktu itu 
yaitu Ibu Megawati Soekarnoputri. 
Kemudian sesuai dengan kebutuhan operasional terhadap 
pelayanan petikemas yang terus meningkat maka organisasi yang 
memberikan pelayanan terhadap petikemas juga mengalami 
transformasi. Mulai dari berbentuk Dinas Bongkar Muat Petikemas 
yang berada di bawah kendali dari Divisi Usaha Terminal pada saat 
awal pelayanan petikemas, berubah menjadi Divisi Pelayanan 
Petikemas pada tahun 1999 pada PT. Pelabuhan Indonesia IV 
(Persero) Cabang Makassar, dan pada 1 Agustus 2007 Divisi 
Pelayanan Petikemas bertransformasi menjadi Cabang tersendiri yang 
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mandiri dan terpisah dari PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) 
Cabang Makassar. 
Terminal Petikemas Makassar adalah salah satu segmen 
usaha PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero). Pelayanan yang 
diberikan berorientasi kepada efisiensi biaya dan efektif waktu serta 
kepuasan pelanggan. Upaya peningkatan tersebut diimbangi pula 
dengan ketersediaan fasilitas dan peralatan modern, serta 
menerapkan sistem pelayanan berstandar Internasional. Sebagai 
acuan untuk mengarahkan bisnis kepelabuhan di wilayah timur, 
manajemen PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Terminal 
Petikemas Makassar merefleksikan aspirasi dalam VISI dan MISI 
sebagai berikut: 
1. Visi PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Terminal 
Petikemas Makassar 
“Menjadi perusahaan jasa kepelabuhan berstandar 
internasional yang mandiri, sehat, dan menjamin 
kesinambungan sistem transportasi nasional.” 
2. Misi PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Terminal 
Petikemas Makassar 
a. Mengembangkan usaha yang dapat memberikan 
keuntungan optimal bagi pemegang saham. 
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b. Mendorong percepatan pengembangan wilayah PT. 
Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Terminal 
Petikemas Makassar. 
c. Pemberian pelayanan jasa yang berkualitas, tepat waktu 
dengan tarif yang layak. 
d. Mengembangkan kompetensi, komitmen dan meningkatkan 
kesejahteraan Sumber Daya Manusia. 
Tanggung jawab Penanganan Petikemas dan seluruh tanggung 
jawab kegiatan operasional di Terminal Petikemas Makassar 
merupakan tanggung jawab sepenuhnya PT. Pelabuhan Indonesia IV 































B. Prosedur Bongkat Muat Petikemas di PT. Pelabuhan Indonesia IV 
(Persero) Cabang Terminal Petikemas Makassar 
Prosedur bongkar muat petikemas di PT. Pelabuhan Indonesia 
IV (Persero) Cabang Terminal Petikemas Makassar diatur dalam 
Peraturan Direksi No. 16 Tahun 2015 Tentang Sistem dan Prosedur 
Pelayanan Jasa Petikemas pada PT. Pelabuhan Indonesia (IV) 
Terminal Petikemas Makassar. Burhanuddin selaku  Asisten Manager 
Perencanaan dan Administrasi Operasi Terminal Petikemas 
Makassar, mengatakan bahwa: 
“Guna memperbaiki dan meningkatkan pelayanan, kami telah 
menetapkan Peraturan Direksi yang baru, yaitu Peraturan Direksi 
No. 16 Tahun 2015 Tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Jasa 
Petikemas pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Terminal 
Petikemas Makassar.” 
 
Prosedur bongkar muat petikemas di PT. Pelabuhan Indonesia 
IV (Persero) Cabang Terminal Petikemas Makassar terbagi atas dua 
hal, yaitu: 
1. Pelayanan Bongkar Muat Petikemas dengan Sistem Container 
Yard to Container Yard (CY to CY)33 
1) Setelah ada penetapan penambatan kapal dan penetapan 
pelayanan jasa kapal dari Cabang Makassar/PPSA, 1 x 24 jam 
sebelum kapal tiba perusahaan pelayaran menyampaikan 
dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pelayanan kegiatan 
bongkar dan muat kepada Petugas Perencanaan, antara lain: 
                                                             
33  Container Yard (CY) adalah lapangan penumpukan. Sistem CY to CY adalah sistem pengiriman 
dari lapangan penumpukan petikemas di pelabuhan asal sampai kelapangan penumpukan 
petikemas di pelabuhan tujuan. 
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a. Copy Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang yang telah 
deregister oleh Cabang Makassar dan PPSA. 
b. Copy Ship Particular (untuk kapal-kapal yang baru 
berkunjung ke TPM). 34 
c. Manifest Bongkar/Container Discharging List dan Manifest 
Muat/Container Loading List melalui email.35 
d. Dangerous Cargo List36 beserta izin bongkar muat barang 
berbahaya dari Syahbandar. 
e. Dokumen terkait lainnya yang diperlukan. 
2) Perusahaan Pelayaran bersama-sama dengan Petugas 
Perencanaan melakukan pengecekan/verifikasi daftar 
bongkaran dan muatan dan menandatanganinya apabila telah 
sesuai. 
3) Perusahaan Pelayaran membayar uang jaminan (uper)  
pelayanan bongkar muat petikemas pada kasir atau Bank yang 
ditunjuk, bukti pembayaran disampaikan kepada Petugas 
Perencanaan untuk penetapan pelayanan. 
Perusahaan Pelayaran dapat dibebaskan dari uper apabila 
evaluasi yang dilakukan Manajemen TPM, bahwa Perusahaan 
                                                             
34  Ship Particular adalah surat yang berisi data kapal. 
35  Manifest Bongkar/Container Discharging List adalah daftar barang-barang yang akan 
dibongkar. Sedangkan Manifest Muat/Container Loading List adalah daftar barang-barang 
yang akan dimuat. 
36  Dangerous Cargo List adalah daftar muatan yang berbahaya, baik yang ditetapkan oleh IMO 
ataupun yang ditetapkan oleh yang berwenang di Pelabuhan. 
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Pelayaran dimaksud memiliki cash flow yang bagus dan 
berdasarkan data historis tidak memiliki piutang usaha macet. 
4) Pada saat kapal tiba, petugas bongkar muat melaksanakan 
pelayanan fisik bongkar muat petikemas. 
5) Perusahaan Pelayaran bersama Petugas Bongkar Muat 
menandatangani bukti pelayanan bongkar muat petikemas 
(Time Sheet dan Statement of Fact). 
6) Perusahaan Pelayaran menerima copy nota tagihan (bentuk 
4D) untuk selanjutnya melakukan pelunasan ke kasir atau bank 
yang ditunjuk. 
7) Perusahaan Pelayaran menerima nota asli. 
2. Pelayanan Bongkar Muat Petikemas dengan Sistem Port to Port 
1) Setelah ada penetapan penambatan kapal dan penetapan 
pelayanan jasa kapal dari Cabang Makassar/PPSA, 1 x 24 jam 
sebelum kapal tiba perusahaan pelayaran menyampaikan 
dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pelayanan kegiatan 
bongkar dan muat kepada Petugas Perencanaan, sebagai 
berikut: 
a. Copy Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang yang telah 
deregister oleh Cabang Makassar dan PPSA. 
b. Copy Ship Particular (untuk kapal-kapal yang baru 
berkunjung ke TPM). 
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c. Manifest Bongkar/Container Discharging List dan Manifest 
Muat/Container Loading List melalui email. 
d. Dangerous Cargo List beserta izin bongkar muat barang 
berbahaya dari Syahbandar. 
e. Dokumen terkait lainnya yang diperlukan. 
2) Perusahaan Pelayaran bersama-sama dengan Petugas 
Perencanaan melakukan pengecekan/verifikasi daftar 
bongkaran dan muatan serta menandatanganinya apabila telah 
sesuai, selanjutnya daftar tersebut diteruskan ke petugas 
bongkar muat. 
3) Pada saat kapal tiba, petugas bongkar muat melaksanakan 
pelayanan fisik bongkar muat petikemas. 
4) Perusahaan Pelayaran bersama Petugas Bongkar Muat 
menandatangani bukti pelayanan bongkar muat petikemas 
(Time Sheet dan Statement of Fact). 
5) Perusahaan Pelayaran menerima copy nota tagihan (bentuk 
4D) khusus untuk muatan petikemas kosong dan petikemas 
refer (termasuk plugging dan monitoring) untuk selanjutnya 
melakukan pelunasan ke kasir atau bank yang ditunjuk. 
6) Perusahaan Pelayaran menerima nota asli. 
Selanjutnya ada instruksi kerja pelayanan jasa di Terminal 
Petikemas Makassar, sebagai berikut: 
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1. Perencanaan Pelayanan Bongkar Muat dan Lapangan 
Penumpukan 
1) Dinas Perencanaan menerima dokumen dari Shipping Lines dan 
memasukkan ke sistem aplikasi komputer 1x 24 jam. Dokumen 
diterima Dinas Perencanaan melalui e-mail Terminal Petikemas. 
Dokumen-dokumen yang dimaksud, antara lain: 
1) Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang (PPKB) 
2) Data Kapal/Ship Particular 
3) Pemberitahuan Identifikasi Kapal Petikemas/Container 
Vessel Identification Advice 
4) Daftar muatan yang telah dikapalkan/Manifest 
5) Daftar Barang Khusus/Special List 
6) Daftar Rencana Muat/Container Loading List (CLL) 
7) Gambar tata letak dan susunan semua barang/Bay Plan 
2) Dinas Perencanaan dan Petugas Perencanaan bersama-sama 
melakukan verifikasi data Manifest/Container Loading List; 
3) Petugas Perencanaan menginformasikan kepada Shipping Line 
untuk kelengkapan dokumen; 
4) Petugas Perencanaan melaksanakan rapat koordinasi dengan 
bagian terkait dan Perusahaan Pelayaran. Hasil rapat koordinasi 
menetapkan, sebagai berikut: 
a. Alokasi tambahan kapal (kade meter); 
b. Waktu tambat kapal; 
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c. Alokasi lapangan penumpukan; 
d. Alokasi alat bongkar muat; 
e. Closing time petikemas muat; 
f. Kesiapan SDM (Petugas Operasional, Operator ABMPK dan 
TKBM); 
g. Target produktivitas bongkar muat. 
5) Petugas Perencanaan menetapkan hasil rapat koordinasi, yaitu 
Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi; 
6) Petugas Perencanaan menginput data terkait kapal yang akan 
melakukan kegiatan bongkar muat petikemas melalui sistem 
aplikasi komputer, yaitu Manifest; 
7) Petugas Perencanaan membuat daftar petikemas bongkar muat 
dan mendistribusikan ke Dinas Operasi, yaitu Daftar Bongkar 
Muat/CLD dan Bay Plan Bongkar/Stowage Plan Bongkar dalam 
bentuk Print Out atau secara Online System ke Dinas Operasi. 
2. Kegiatan Pelayanan Bongkar Petikemas Sistem Container Yard to 
Container Yard (CY to CY) 
1) Petugas Operasi Kapal menerima daftar rencana bongkar dari 
Petugas Perencanaan. Daftar rencana bongkar, terdiri dari: 
a. Petikemas Full Container Load (FCL)/Less than Container 
Load (LCL)37 
b. Petikemas Transhipment38 
                                                             
37  Petikemas FLC atau Full Container Load adalah petikemas yang dikuasai satu pemilk. 
Sedangkan Petikemas LCL atau Less than Container List adalah petikemas yang dikuasai lebih 
dari satu pemilik. 
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c. Petikemas Import39 
d. Petikemas Isi Barang Berbahaya 
2) Petugas Operasi Kapal berkoordinasi dengan mualim 1 dan 
melakukan pembongkaran petikemas berdasarkan Bay Plan 
dan daftar rencana bongkar; 
3) Operator Container Crane (CC)40 mengangkat petikemas dari 
kapal ke atas Head Truck41 sesuai arahan Foreman42; 
4) Petugas Operator Kapal yakni tally kapal, memeriksa dan 
mencatat nomor, segel Tally Sheet. Pencatatan Tally Sheet 
kondisi petikemas dan penginputan data melalui Handheld 
Terminal dilakukan oleh Petugas Tallyman kapal; 
5) Petugas Operasi Kapal dalam hal ini Tallyman mencatat 
kerusakan petikemas pada CIR dan diketahui oleh Supervisi 
Operasi Kapal/Foreman dan pihak kapal sebelum petikemas 
digerakkan ke lapangan penumpukan/Container Yard (CY). 
Kerusakan petikemas selanjutnya diinformasikan ke Petugas 
Operasi Lapangan; 
6) Petugas Operasi Kapal membuat laporan hasil kegiatan 
pelayanan pembongkaran petikemas dan menyampaikan ke 
Petugas Administrasi Operasi Kapal. Laporan tersebut berupa: 
                                                                                                                                                                      
38  Petikemas Transhipment adalah petikemas alih kapal. 
39  Petikemas Import adalah petikemas untuk kegia sis.tan impor. 
40  Container Crane(CC) adalah alat bongkar muat. 
41  Head Truck adalah alat bongkar muat yang merupakan truck yang dirancang dapat menarik 
chassis. 
42  Foreman adalah pelaksana dan pengendali kegiatan operasional bongkar muat dari dan ke 
kapal atau sebaliknya, dan membuat laporan periodic hasil kegiatan bongkar muat. 
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1) Daily Report/Time Sheet43 
2) Statement of Fact44 
3) Tally Sheet45 
Dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak kapal (Chief 
Officer, Foreman, Tallyman) sebagai bukti pelayanan bongkar; 
7) Operator Head Truck membawa petikemas ke lapangan 
penumpukan (CY) pada blok yang telah ditentukan. Untuk 
petikemas Transhipment, dibawa ke blok penumpukan untuk 
kapal lanjutan; 
8) Operator Rubber Tyred Gantry (RTG)46mengangkat petikemas 
dari Head Truck dan meletakkan pada blok yang telah 
ditentukan. Operator mengangkat atau menurunkan petikemas 
menurut arahan Stackman; 
9) Petugas Operasi Lapangan dalam hal ini Stackman mencatat 
dan menyampaikan bukti pelayanan haulage trucking dan lift off 
ke Petugas Administrasi Operasi Lapangan pada saat 
pergantian shift. Dokumen tersebut adalah Tally Sheet/Tally 
Blok, yang terdiri dari: 
                                                             
43  Daily Report/Time Sheet adalah jurnal kegiatan setiap hari yang dibuat petugas bongkar muat. 
44  Statement of Fact adalah laporan pelaksanaan kegiatan bongkar muat mulai dari awal hingga 
selesai kegiatan. 
45  Tally Sheet adalah suatu daftar/catatan perhitungan jumlah atau banyaknya muatan yang 
diterima atau muatan yang dibongkar oleh kapal. 
46  Rubber Tyred Gantry (RTG) adalah alat untuk memindahkan petikemas dari tempat 
penyimpanan ke truck atau sebaliknya. 
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a. Produksi Lift On/Lift Off47 
b. Produksi Head Truck 
c. Posisi Penumpukan 
Pencatatan dan penginputan data melalui Handheld Terminal 
serta pengecekan fisik petikemas dilakukan oleh Petugas 
Tallyman Lapangan. Petugas Operasi Lapangan melakukan 
pengawasan di Container Yard (CY) (pergerakan alat bongkar 
muat petikemas). 
10) Petugas Administrasi Operasi Kapal dan Administrasi Operasi 
Lapangan melakukan verifikasi dan validasi data 
pembongkaran petikemas yang telah diinput ke aplikasi 
petikemas; 
11) Petugas Administrasi Operasional Kapal dan Administrasi 
Operasi Kapal dan Administrasi Operasi Lapangan melakukan 
pengecekan pada Tally Sheet kapal dan lapangan selama 2 
jam. 
12) Petugas Administrasi Operasi Kapal dan Administrasi Operasi 
Lapangan melakukan print out bukti pelayanan petikemas 
bongkar (bentuk 2D) dan selanjutnya menyampaikan ke Dinas 
Perencanaan dan Administrasi Operasi selama 1 jam. Untuk 
memproses bukti pelayanan membutuhkan waktu ± 3 jam; 
                                                             
47  Lift On/Lift Off adalah kegiatan mengangkat/menurunkan petikemas dari lapangan 
penumpukan ke atas chassis atau sebaliknya. 
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13) Dinas Perencanaan dan Administrasi Operasi menerima bukti 
pelayanan bongkar (bentuk 2D) dari Dinas Operasi dan 
melakukan verifikasi serta validasi data; 
14) Dinas Perencanaan dan Administrasi Operasi melakukan 
konfirmasi dengan Petugas Administrasi Operasi Kapal pada 
Dinas Operasi; 
15) Dinas Perencanaan dan Administrasi melakukan perhitungan 
dan menerbitkan daftar perhitungan handing jasa pelayanan 
petikemas bongkar (bentuk 3D) dalam waktu 30 menit. 
Penyampaian daftar perhitungan jasa pelayanan bongkar ke 
Perusahaan Pelayaran melalui e-mail; 
16) Dinas Perencanaan dan Administrasi Operasi menyampaikan 
daftar perhitungan jasa pelayanan petikemas bongkar ke 
Divisi Keuangan dan Perusahaan Pelayaran; 
17) Divisi Keuangan menerima daftar perhitungan jasa pelayanan 
petikemas bongkar (bentuk 3D) dari Perencanaan dan 
Operasi; 
18) Divisi Keuangan melakukan perhitungan dan menerbitkan 
Nota Perhitungan Jasa Kepelabuhan, selanjutnya 
menyampaikan ke Perusahaan Pelayaran untuk dilakukan 
pelunasan. Nota Penjualan Perhitungan Jasa Pelayanan 
berbentuk 4D. Jatuh tempo pelunasan 8 (delapan) hari setelah 
Nota Penjualan diterima pada Bank yang ditunjuk. 
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3. Kegiatan Pelayanan Bongkar Petikemas Sistem Port to Port 
1) Petugas Operasi Kapal menerima daftar rencana bongkar dari 
Petugas Perencanaan. Daftar rencana bongkar, terdiri dari: 
a. Petikemas Full Container Load(FCL)/Less than Container 
Load (LCL); 
b. Petikemas Transhipment; 
c. Petikemas Import; 
d. Petikemas Isi Barang Berbahaya. 
2) Petugas Operasi Kapal berkoordinasi dengan mualim 1 dan 
melakukan pembongkaran petikemas berdasarkan Bay Plan 
dan daftar rencana bongkar; 
3) Operator Container Crane (CC) mengangkat petikemas dari 
kapal ke atas headtruck sesuai arahan Foreman; 
4) Petugas Operator Kapal yakni tally kapal, memeriksa dan 
mencatat nomor, segel Tally Sheet. Pencatatan Tally Sheet, 
kondisi petikemas dan penginputan data melalui Handheld 
Terminal dilakukan oleh Petugas Tallyman kapal; 
5) Petugas Operasi Kapal dalam hal ini Tallyman mencatat 
kerusakan petikemas pada CIR dan diketahui oleh Supervisi 
Operasi Kapal/Foreman dan pihak kapal sebelum petikemas 
digerakkan ke Container Yard (CY). Kerusakan petikemas 
selanjutnya diinformasikan ke Petugas Operasi Lapangan; 
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6) Petugas Operasi Kapal membuat laporan hasil kegiatan 
pelayanan pembongkaran petikemas dan menyampaikan ke 
Petugas Administrasi Operasi Kapal. Laporan tersebut 
berupa: 
a. Daily Report/Time Sheet; 
b. Statement of Fact; 
c. Tally Sheet. 
Dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak kapal (Chief 
Officer, Foreman, Tallyman) sebagai bukti pelayanan bongkar; 
7) Operator Head Truck membawa petikemas ke lapangan 
penumpukan (CY) pada blok yang telah ditentukan. Untuk 
petikemas Transhipment, dibawa ke blok penumpukan untuk 
kapal lanjutan; 
8) Operator Rubber Tyred Gantry (RTG) mengangkat petikemas 
dari Head Truck dan meletakkan pada blok yang telah 
ditentukan. Operator mengangkat atau menurunkan 
petikemas menurut arahan Stackman; 
9) Petugas Operasi Lapangan dalam hal ini Stackman mencatat 
dan menyampaikan bukti pelayanan haulage trucking dan lift 
off ke Petugas Administrasi Operasi Lapangan pada saat 
pergantian shift. Dokumen tersebut adalah Tally Sheet/Tally 
Blok, yang terdiri dari: 
a. Produksi Lift On/Lift Off; 
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b. Produksi Head Truck; 
c. Posisi Penumpukan. 
Pencatatan dan penginputan data melalui Handheld Terminal 
serta pengecekan fisik petikemas dilakukan oleh Petugas 
Tallyman Lapangan. Petugas Operasi Lapangan melakukan 
pengawasan di Lapangan Penumupukan/Container Yard (CY) 
(pergerakan alat bongkar muat petikemas); 
10) Petugas Administrasi Operasi Kapal dan Administrasi Operasi 
Lapangan melakukan verifikasi dan validasi data 
pembongkaran petikemas yang telah diinput ke aplikasi 
petikemas, dalam waktu 2 (dua) jam. Bukti pelayanan 
petikemas bongkar berbentuk 2D; 
11) Petugas Administrasi Operasi Kapal dan Administrasi Operasi 
Lapangan melakukan print out bukti pelayanan petikemas 
bongkar dan selanjutnya menyampaikan ke Dinas 
Perencanaan Administrasi Operasi. 
4. Kegiatan Pelayanan Muat Petikemas Sistem CY to CY 
1) Petugas Perencanaan menerima daftar rencana 
muat/Container Loading List (CLL) dari Perusahaan 
Pelayaran; 
2) Petugas Perencanaan mengecek antara daftar rencana 
muat/Container Loading List (CLL) dan data realisasi 
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petikemas calon muatan yang telah diajukan oleh Ekspedisi 
Muatan Kapal Laut (EMKL) pada loket pembayaran; 
3) Petugas Perencanaan mengkonfirmasi ke Perusahaan 
Pelayaran, untuk dilakukan perbaikan data petikemas calon 
muatan; 
4) Petugas Perencanaan membuat daftar rencana muat yang 
telah disetujui oleh Perusahaan Pelayaran dan menyampaikan 
ke Petugas Operasi Kapal dan Lapangan. Daftar tersebut, 
antara lain: 
a. Daftar Muatan Ekspor/Export Container List; 
b. Daftar Muatan Transhipmen/Transhipment List. 
5) Petugas Operasi Kapal menerima daftar muatan/Export 
Container List dan koordinasi dengan pihak kapal/Mualim 1 
untuk memuat Bay Plan Muat sesuai dengan data-data 
petikemas pada daftar muatan/Export Container List; 
6) Petugas Operasi Kapal dan Operasi Lapangan melakukan 
koordinasi terkait kesiapan kegiatan pemuatan dengan pihak 
kapal dan Perusahaan Pelayaran. Pencatatan Tally Sheet dan 
penginputan data melalui Handheld Terminal dilakukan oleh 
Petugas Tallyman kapal; 
7) Operator Rubber Tyred Gantry mengangkat petikemas dari 
CY ke atas Head Truck. Operator mengangkat atau 
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menurunkan petikemas sesuai dengan petunjuk 
Stackman/Checker Muat; 
8) Petugas Operasi Lapangan dalam hal ini Stackman, mencatat 
dan menyampaikan bukti pelayanan haulage trucking dan lift 
on ke Petugas Administrasi Operasi Lapangan pada saat 
pergantian shift. Tally Sheet/Tally blok berupa Produksi Lift 
On/Off. Pencatatan dan penginputan data melalui Handheld 
Terminal serta pengecekan fisik petikemas dilakukan oleh 
Petugas Tallyman Lapangan. Petugas Operasi Lapangan 
melakukan pengawasan di CY (pergerakan alat bongkar muat 
petikemas); 
9) Operator Head Truck membawa petikemas dari lapangan 
penumpukan (CY) ke kapal; 
10) Petugas Operasi Kapal dalam hal ini Tallyman, melakukan 
pemeriksaan fisik petikemas. Pemeriksaan fisik berupa: 
a. Merk dan nomor petikemas; 
b. Kondisi petikemas. 
11) Petugas Operasi Kapal mencatat kerusakan petikemas pada 
CIR dan diketahui oleh Supervisior Operasi Kapal/Foreman 
dan pihak kapal sebelum petikemas dimuat; 
12) Petugas Operasi Kapal melakukan kegiatan pemuatan 
petikemas berdasarkan daftar muat dari perencanaan dan Bay 
Plan. Petikemas yang rusak dan butuh perbaikan 
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dikembalikan menggunakan head truck ke lapangan 
penumpukan (CY) atau ke tempat yang telah ditentukan untuk 
diperbaiki; 
13) Operator Container Crane (CC) mengangkat petikemas dari 
head truck ke atas kapal. Operator Alat Bongkar Muat (CC) 
memuat petikemas berdasarkan instruksi dari Foreman; 
14) Petugas Operasi Kapal dalam hal ini Tallyman mencatat 
petikemas yang telah dimuat pada Tally Sheet dan Bay Plan 
sesuai dengan posisi petikemas di atas kapal. Tally 
Sheet/Tally Kapal berupa Produksi CC. Pencatatan dan 
penginputan data melalui Handheld Terminal serta 
pengecekan fisik petikemas dilakukan oleh Petugas Tallyman 
Lapangan. Petugas Operasi Kapal (Foreman) mengawasi 
pergerakan CC dan kelancaran mobilisasi head truck; 
15) Petugas Operasi Kapal membuat dokumen hasil kegiatan 
pelayanan pemuatan petikemas dan menyampaikan ke 
Petugas Administrasi Operasi Kapal. Dokumen tersebut terdiri 
dari: 
a. Daily Report/Time Sheet; 
b. Statement of Fact; 
c. Tally Sheet; 
d. Bay Plan Muat. 
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Dokumen ditandatangani oleh pihak kapal (Chief Officer, 
Foreman, Tallyman) sebagai bukti pelayanan muat; 
16) Petugas Administrasi Operasi Kapal dan Administrasi Operasi 
Lapangan melakukan verifikasi dan validasi data pemuatan 
petikemas yang telah diinput ke aplikasi petikemas; 
17) Petugas Administrasi Operasi Kapal dan Administrasi Operasi 
Lapangan melakukan pengecekan pada Tally Sheet Kapal 
dan Lapangan; 
18) Petugas Administrasi Operasi Kapal dan Administrasi Operasi 
Lapangan melakukan print out bukti pelayanan petikemas 
muat dan selanjutnya menyampaikan ke Dinas Perencanaan 
dan Administrasi Operasi. Bukti pelayanan peti kemas muat 
berbentuk 2D; 
19) Dinas Perencanaan dan Administrasi Operasi menerima bukti 
pelayanan petikemas muat dari Dinas Operasi dan melakukan 
verifikasi serta validasi data; 
20) Dinas Perencanaan dan Administrasi Operasi melakukan 
konfirmasi dengan Petugas Administrasi Operasi Kapal pada 
Dinas Operasi; 
21) Dinas Perencanaan dan Administrasi Operasi melakukan 
perhitungan dan menerbitkan daftar perhitungan handling jasa 
pelayanan petikemas muat (bentuk 3D); 
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22) Dinas Perencanaan dan Administrasi Operasi menyampaikan 
daftar perhitungan jasa pelayanan petikemas muat ke Divisi 
Keuangan dan Perusahaan Pelayaran melalui e-mail, dalam 
waktu 30 menit; 
23) Divisi Keuangan menerima daftar perhitungan jasa pelayanan 
petikemas muat (bentuk 3D) dari Perencanaan dan Operasi; 
24) Divisi Keuangan melakukan perhitungan dan menerbitkan 
Nota Perhitungan Jasa Kepelabuhan, selanjutnya 
menyampaikan ke Perusahaan Pelayaran untuk dilakukan 
pelunasan. Nota Penjualan Perhitungan Jasa Pelayanan 
berbentuk 4D. Jatuh tempo pelunasan 8 (delapan) hari setelah 
Nota Penjualan diterima pada Bank yang ditunjuk. 
5. Kegiatan Pelayanan Muat Petikemas Sistem Port to Port 
1) Petugas Perencanaan menerima daftar rencana 
muat/Container Loading List (CLL) dari Perusahaan 
Pelayaran; 
2) Petugas Perencanaan mengecek antara CLL dan data 
realisasi petikemas calon muatan yang telah diajukan oleh 
EMKL pada loket pelayanan; 
3) Petugas Perencanaan mengkonfimasi ke Perusahaan 




4) Petugas Perencanaan membuat daftar rencana muat yang 
telah disetujui oleh Perusahaan Pelayaran dan menyampaikan 
ke Petugas Operasi Kapal dan Lapangan. Daftar rencana 
muat, terdiri dari: 
a. Daftar Muatan/Export Container List; 
b. Daftar Muatan Transhipmen/Transhipment List. 
5) Petugas Operasi Kapal menerima daftar muatan/Export 
Container List dan berkoordinasi dengan pihak kapal untuk 
membuat Bay Plan muat sesuai dengan data-data petikemas 
pada Daftar Muatan/Export Container List; 
6) Petugas Operasi Kapal dan Operasi Lapangan melakukan 
koordinasi terkait kesiapan kegiatan pemuatan dengan pihak 
kapal dan perusahaan pelayaran. Pencatatan dan 
penginputan data melalui Handheld Terminal dilakukan oleh 
Petugas Tallyman Kapal; 
7) Operator Rubber Tyred Gantry (RTG) mengangkat petikemas 
dari CY ke atas Head Truck; 
8) Petugas Operasi Lapangan mencatat dan menyampaikan 
bukti pelayanan haulage trucking dan lift off ke Petugas 
Administrasi Operasi Lapangan pada saat pergantian shift. 
Tallysheet/Tally Blok berupa Produksi Lift On/Lift Off. 
Pencatatan dan penginputan data melalui Handheld Terminal 
serta pengecekan fisik petikemas dilakukan oleh Petugas 
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Tallyman Lapangan. Petugas Operasi Lapangan melakukan 
pengawasan terhadap pergerakan alat bongkar muat 
petikemas di Container Yard (CY); 
9) Operator Head Truck membawa petikemas dari lapangan 
penumpukan/Container Yard (CY) ke kapal; 
10) Petugas Operasi Kapal melakukan pemeriksaan fisik 
petikemas. Pemeriksaan fisik petikemas dilakukan oleh 
Tallyman, yaitu: 
a. Merk dan nomor petikemas; 
b. Kondisi petikemas; 
c. Seal/segel petikemas. 
11) Petugas Operasi Kapal mencatat kerusakan petikemas pada 
CIR dan diketahui oleh Supervisior Operasi Kapal/Foreman 
dan Pihak Kapal sebelum petikemas dimuat. Petikemas yang 
rusak dan butuh perbaikan dikembalikan menggunakan Head 
Truck ke lapangan penumpukan/Container Yard (CY) atau ke 
tempat yang telah ditentukan untuk diperbaiki; 
12) Operator Container Crane (CC) mengangkat petikemas dari 
head truck ke atas kapal. Operator Alat Bongkar Muat (CC) 
memuat petikemas berdasarkan instruksi dari Foreman; 
13) Petugas Operasi Kapal dalam hal ini Tallyman mencatat 
petikemas yang telah dimuat pada Tally Sheet dan Bay Plan 
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sesuai dengan posisi petikemas di atas kapal. Tally 
Sheet/Tally Kapal berupa: 
a. Produksi Container Crane (CC); 
b. Produksi Head Truck; 
c. Bay Plan; 
d. Time Sheet; 
e. Statement of Fact. 
Pencatatan dan penginputan data melalui Handheld Terminal 
serta pengecekan fisik petikemas dilakukan oleh Petugas 
Tallyman Lapangan. Petugas Operasi Kapal dalam hal ini 
Foreman, mengawasi pergerakan Container Crane (CC) dan 
kelancaran mobilisasi Head Truck; 
14) Petugas Operasi Kapal membuat dokumen hasil kegiatan 
pelayanan pemuatan petikemas dan menyampaikan ke 
Petugas Administrasi Operasi Kapal. Dokumen ditandatangani 
oleh pihak kapal (Chief Officer, Foreman, Tallyman) sebagai 
bukti pelayanan muat; 
15) Petugas Administrasi Operasi Kapal dan Administrasi Operasi 
Lapangan melakukan verifikasi dan validasi data pemuatan 
petikemas yang telah diinput ke aplikasi petikemas; 
16) Petugas Administrasi Operasi Kapal dan Administrasi Operasi 




17) Petugas Administrasi Operasi Kapal dan Administrasi Operasi 
Lapangan melakukan print out bukti pelayanan petikemas 
muat dan selanjutnya menyampaikan ke Dinas Perencanaan 
dan Administrasi Operasi. Bukti pelayanan peti kemas muat 
berbentuk 2D. 
Berdasarkan Peraturan Direksi No. 16 Tahun 2015 Tentang 
Sistem dan Prosedur Pelayanan Jasa Petikemas pada PT. Pelabuhan 
Indonesia (IV) Terminal Petikemas Makassar tersebut, dapat diketahui 
bahwa Terminal Petikemas Makassar telah menerapkan sistem 
pelayanan jasa berstandar Internasional, yaitu: 
a. Menggunakan sistem aplikasi computer pada seluruh 
pelayanannya; 
b. Ketersediaan fasilitas dan peralatan modern; 
c. Mekanisme pembayaran secara online melalui bank-bank yang 
ditunjuk. 
Pelayanan yang diberikan oleh Terminal Petikemas Makassar 
berorientasi kepada efisiensi biaya dan efektif waktu, serta kepuasan 
pelanggan. Selain itu, Terminal Petikemas Makassar menyediakan 
akses akuntabilitas mengenai informasi tarif dan vessel schedule yang 




C. Penanganan Maladministrasi dalam Prosedur Bongkar Muat 
Petikemas di PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang 
Terminal Petikemas Makassar 
Berdasarkan rilisan dalam siaran pers Ombudsman RI pada 
hari Rabu, 13 Maret 2014 mengenai temuan dan laporan investigasi 
Ombudsman RI terkait dugaan maladministrasi di empat pelabuhan 
utama, salah satunya di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar,48 
Bapak Muslimin, Asisten Ombudsman RI Perwakilan Provinsi 
Sulawesi Selatan mengatakan bahwa: 
“Pada tahun 2014, memang ada temuan maladministrasi oleh 
Ombudsman RI di empat pelabuhan utama, salah satunya di 
Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar. Itulah Ombudsman RI 
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan diberikan kewenangan untuk 
melakukan pengawasan terhadap kualitas layanan publik di 
Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar.” 
 
Hal tersebut juga dibenarkan oleh Asisten Manager 
Perencanaan dan Administrasi Operasi Terminal Petikemas 
Makassar, Bapak Burhanuddin. Dalam wawancara yang dilakukan 
oleh penulis, beliau mengatakan bahwa: 
“Iya, laporan hasil investigasi Ombudsman RI terkait dugaan 
maladministrasi pada Tahun 2014 telah sampai kepada kami. 
Namun, tidak semua bentuk maladministrasi tersebut terjadi di 
Terminal Petikemas Makassar.” 
 
Berdasarkan wawancara tersebut, disimpulkan bahwa bentuk 
maladministrasi yang terjadi di Terminal Petikemas Makassar, antara 
lain: 





a. Maladministrasi dalam bentuk penundaan berlarut hingga 5-7 hari. 
Hal tersebut dikarenakan aktifitas impor-ekspor petikemas belum 
terhubung dengan sistem Indonesia National Single Window 
(INSW) dan belum adanya Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu 
sehingga pemeriksaan tidak bisa segera dilakukan, kemudian 
menyebabkan antrian hingga penumpukan petikemas. 
b. Maladministrasi dalam bentuk penyimpangan prosedur, yaitu 
pelayanan pelabuhan tidak maksimal 24 jam dalam 7. Hal 
disebabkan oleh: 
1. Tidak adanya penentuan jadwal pemeriksaan container dan 
petugas pemeriksa secara sistem serta informasi tempat 
pemeriksaan fisik di lapangan. 
2. Pihak importir/eksportir, pelayaran, bank, dan pihak lainnya 
belum menerapkan pelayanan 24/7. 
c. Maladministrasi dalam bentuk tidak kompeten, yaitu kinerja 
pemeriksa container yang belum optimal. Ini dikarenakan Sumber 
Daya Manusia (SDM) belum seluruhnya menguasai regulasi dalam 
bongkar muat petikemas di Terminal Petikemas Makassar. 
d. Maladministrasi dalam bentuk pungutan liar terjadi pada pelayanan 
mengangkat/menurunkan petikemas  dari lapangan penumpukan 
ke chasis atau sebaliknya (Lift On/Lift Off). Petugas tersebut 




Bapak Burhanuddin, selaku Asisten Manager Perencanaan dan 
Administrasi Operasi Terminal Petikemas Makassar mengatakan 
bahwa: 
“Setelah adanya temuan dan laporan investigasi oleh Ombudsman 
RI terkait dugaan maladministrasi di Pelabuhan Soekarno-Hatta, 
kami telah melakukan tindakan penanganan.” 
 
Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Burhanuddin 
selaku Asisten Manager Perencanaan dan Administrasi Operasi 
Terminal Petikemas Makassar, ada beberapa tindakan penanganan 
yang telah dilakukan, yaitu: 
a. Memperbaiki SOP Pelayanan Jasa Bongkar Muat Petikemas, yaitu 
dengan menerapkan sistem IT Pelayanan dan sistem pembayaran 
online. 
b. Mengoptimalkan pelayanan 24 jam dalam 7 hari. 
c. Menambah persediaan dan menjaga kesiapan alat dan fasilitas 
yang digunakan dalam prosedur bongkar muat petikemas. 
d. Menyediakan website resmi Terminal Petikemas Makassar yang 
bisa diakses secara umum, yakni www.tpk-mks.co.id. 
e. Meningkatkan koordinasi dengan instansi yang ada di Pelabuhan 
Soekarno Hatta, yaitu Otoritas Pelabuhan, Syahbandar Instansi, 
Bea Cukai, Imigrasi, Kesehatan, Balai Karantina, Badan Usaha 
Pelabuhan, Perusahan Pelayaran, Perusahaan Bongkar Muat, 
Forwarding, dan BHI lainnya. 
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Selanjutnya di Tahun 2016, dilansir dari Makassar Tribun News 
telah dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) buruh bongkar muat 
petikemas di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar oleh Tim 
Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan49. Bapak Burhanuddin juga 
membenarkan hal tersebut: 
“Iya, memang benar ada OTT yang menjaring buruh bongkar muat 
di Terminal Petikemas Makassar. Penyedia buruh bongkar muat 
tidak memenuhi kewajibannya menyediakan jumlah buruhnya 
sesuai dengan permintaan perusahaan kapal pengangkut. Dalam 
kasus ini, dalam kontrak kerjasama tertulis 18 orang buruh, tetapi 
yang hadir dan melakukan tugas bongkar muat petikemas hanya 7 
orang. Sehingga menimbulkan kerugian materi bagi Perusahaan 
kapal pengangkut tersebut.” 
 
Beliau juga mengatakan bahwa: 
“Kami telah mengambil tindakan penanganan pungutan liar ini. 
Kasus OTT tersebut telah kami serahkan sepenuhnya kepada 
Polda Sulawesi Selatan, karena kasus tersebut masuk ranah 
pidana.” 
Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Burhanuddin 
selaku Asisten Manager Perencanaan dan Administrasi Operasi 
Terminal Petikemas Makassar, tindakan penangan pungutan liar 
tersebut, adalah: 
a. Melakukan sosialisasi mengenai biaya dan mekanisme 
pembayaran online pelayanan bongkar muat petikemas di Terminal 
Petikemas Makassar. 






b. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah dan kepolisian untuk 
terus melakukan pemantauan. Salah satunya dengan dibentuknya 
Tim Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar. 
c. Memberikan teguran tertulis kepada penyedia jasa buruh bongkar 
muat. 
d. Melakukan pemutusan kontrak kerjasama dan penyedia jasa buruh 
bongkar muat diminta mengembalikan uang ganti rugi kepada 
perusahaan kapal pengangkut. 
e. Menyerahkan kasus tersebut untuk ditindaklanjuti oleh Pihak 
Kepolisian. 
Pada kesempatan tersebut, penulis juga sempat melakukan 
wawancara dengan Ibu Ima selaku Staf Bagian SDM dan Umum 
Terminal Petikemas Makassar. Beliau mengatakan bahwa: 
“Kami telah membuat dan menyepakati tekad dan komitmen yang 
berlaku setiap hari yaitu memberikan pelayanan prima, menolak 
keras pungli dan tips, dan mendukung penuh penurunan dwelling 
time. Spanduk yang disertai dengan tanda tangan seluruh pegawai 













Dari hasil dan pembahasan di atas, diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Prosedur bongkar muat petikemas di PT. Pelabuhan Indonesia IV 
(Persero) Cabang Terminal Petikemas Makassar yang diatur dalam 
Peraturan Direksi No. 16 Tahun 2015 Tentang Sistem dan 
Prosedur Pelayanan Jasa Petikemas pada PT. Pelabuhan 
Indonesia (IV) Terminal Petikemas Makassar dalam, telah sesuai 
dengan hakikat dan asas-asas pelayanan publik. Namun, dalam 
pelaksanaannya ditemukan maladministrasi dalam bentuk 
penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, tidak kompeten, dan 
pungutan liar. 
2.  PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Terminal Petikemas 
Makassar telah melakukan beberapa tindakan penanganan 
maladministrasi, bekerjasama dengan Otoritas Pelabuhan, 
Syahbandar Instansi, Bea Cukai, Imigrasi, Kesehatan, Balai 
Karantina, Badan Usaha Pelabuhan, Perusahaan Pelayaran, 
Perusahan Bongkar Muat, Forwarding, BHI lainnya, Kepolisian dan 





Adapun saran yang ingin penulis sampaikan, antara lain: 
1. Dalam memberikan pelayanan, diharapkan pegawai PT. 
Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Terminal Petikemas 
Makassar berlandaskan Peraturan Direksi No. 16 Tahun 2015 
Tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Jasa Petikemas pada 
PT. Pelabuhan Indonesia (IV) Terminal Petikemas Makassar yang 
mengatur Prosedur bongkar muat petikemas dan instruksi kerja 
pelayanan jasa di Terminal Petikemas Makassar. 
2. Hendaknya pengawasan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) 
Cabang Terminal Petikemas Makassar lebih dioptimalkan guna 
mencegah kembali terjadi maladministrasi dalam bentuk 
penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, tidak kompeten, dan 
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